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Sandytya Hariyadi, D0105129, Strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Surakarta 
Melalui Bursa Kerja, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2009. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Surakarta 
melalui bursa kerja. 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Dalam menentukan informan, 
peneliti menggunakan criteria-based selection. Sumber data penelitian diperoleh 
dari pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengusaha, lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja dan pencari kerja. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara dan pencatatan dokumen. Untuk 
menjamin validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber data. 
Kerangka pikir yang digunakan adalah : permasalahan pengangguran yang 
ada di Kota Surakarta diselesaikan melalui bursa kerja, yang meliputi Bursa Kerja 
Khusus (BKK), Bursa Kerja Umum (BKU), dan Bursa Kerja Online (BKO). 
Bursa kerja ini tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, 
sehingga dapat diketahui strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kota 
Surakarta. 
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dalam mengurangi pengangguran di Kota Surakarta melalui 
bursa kerja dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan antara lain pertama, 
Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan melibatkan lembaga pendidikan atau lembaga 
pelatihan kerja sebagai pelaksananya. Kedua, Bursa Kerja Umum (BKU) melalui 
kegiatan pameran perusahaan yang menyediakan lowongan kerja sehingga terjadi 
interaksi langsung antara perusahaan penyedia kerja dengan pencari kerja. Ketiga, 
Bursa Kerja Online (BKO) dengan menyediakan informasi lowongan pekerjaan 
kepada pencari kerja dalam bentuk situs internet dengan alamat 
www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id.    
Kegiatan bursa kerja tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan 
faktor penghambat. Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, ketersediaan 
sarana dan prasarana, dan kecakapan personil yang dimiliki, sedangkan faktor 
penghambat berupa keterbatasan lowongan pekerjaan, pencari kerja yang terlalu 
selektif dalam memilih pekerjaan, dan keterbatasan jumlah personil yang dimiliki. 
Secara umum bursa kerja yang dilakukan bermanfaat untuk pencari kerja yang 
membutuhkan informasi lowongan pekerjaan dan perusahaan yang membutuhkan 
tenaga kerja. 
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Sandytya Hariyadi, D0105129. The Strategy of Social, Man Power and 
Transmigration Department in Lessen Unemployment Rate in Surakarta 
Through Job Fair, The Faculty of Social and Political Science, The 
University of Sebelas Maret, Surakarta, 2009.  
This study is aimed to know the strategy of Social, Man Power and 
Transmigration Department in lessening unemployment rate in Surakarta through 
job fair.  
This study held in Social, Man Power and Transmigration Department. 
This study is a descriptive qualitative. In determine the informant, this study uses 
criteria-based selection. Data source in this study is obtained from Social, Man 
Power and Transmigration Department staffs, entrepreneur, education and work 
training and work seeker institution. Data collection technique using interview and 
documentary registration. On granting the data validity, the researcher uses 
triangulation data source.  
Mind frame used in this study is : The problem of unemployment in 
Surakarta being accomplished through job fair, including Bursa Kerja Khusus 
(BKK), Bursa Kerja Umum (BKU), and Bursa Kerja Online (BKO). This 
employment exchange is not delivered from the supporting and obstructing 
factors, so that there will be known the strategy of Social, Man Power and 
Transmigration Department in lessen unemployment rate in Surakarta.  
From the results of this study, there can be found that the strategy of 
Social, Man Power and Transmigration Department in lessen unemployment in 
Surakarta is through job fair held with varied programs and activities, that are : 
first, Bursa Kerja Khusus (BKK), which involving education and work training 
institution as the executive. Secondly, Bursa Kerja Umum (BKU) through 
company exhibition event which providing job vacancies so that there held direct 
interaction between the employer and the job seeker. Thirdly, Bursa Kerja Online 
(BKO) which provides job vacancy information for the job seekers in an internet 
website addressed : www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id. 
The job fair activities is not delivered from the supporting and obstructing 
factors. The supporting factors are fund, means and infrastructure availabilities, 
and also the employed staff proficiency, while the obstructing factors are the 
limited job vacancy, excessively selective job seeker in selecting their jobs, and 
limited staffs employed. In general, job fair is a beneficial for the job seeker who 
need job vacancy information and the employer who need them.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sumber daya manusia 
(SDM) mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai pelaku 
dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan 
tenaga kerja sebagai salah satu unsur pembangunan sumber daya manusia 
(human resources) diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan 
partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pasal 
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai 
pekerjaan sesuai dengan kemampuannya sehingga diharapkan dapat 
memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak.  
Terkait dengan hal diatas, pembangunan ketenagakerjaan 
diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan sebagaimana ditetapkan 
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk : 
1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi 
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2. menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 
3. memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraannya 
4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
(Sumber : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 
Namun upaya pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah, karena 
jumlah penduduk Indonesia yang besar tanpa didukung oleh tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dari data statistik tahun 2007 jumlah 
penduduk Indonesia pada Agustus 2006 adalah 222,2 juta jiwa dengan laju 
pertumbuhan penduduk 1,34 % pertahun. Dengan adanya jumlah penduduk 
yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang 
semakin besar pula ( Mulyadi S, 2003 ;55 ). Jumlah penduduk yang besar ini 
akan merupakan potensi bagi pembangunan nasional jika secara kualitas 
mempunyai kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. 
Namun di sisi lain ini berarti bahwa semakin besar pula jumlah orang yang 
mencari pekerjaan yang akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan 
khususnya masalah penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai.  
Permasalahan mengenai kesempatan kerja ini menjadi semakin 
penting dan mendesak karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat 
daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Dengan kata lain 
jumlah tenaga kerja yang terserap oleh lapangan kerja semakin sedikit. Hal ini 
berakibat pada tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Menurut data 
 xvi 
statistik Indonesia tahun 2007 penduduk yang berada pada kelompok 
angkatan kerja sebesar 106,4 juta jiwa dan 10,9 juta jiwa atau 10,3 persen dari 
mereka belum atau tidak bekerja (pengangguran terbuka). Sebagian besar dari 
mereka yang menganggur sebesar 55,81 % berpendidikan rendah (dibawah 
SLTA) dan sisanya sebesar 44,19 % berpendidikan tinggi (SLTA dan SLTA 
ke atas). Pada tahun 2007, perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan 
yang mencari kerja adalah 10:1, artinya bahwa setiap 10 orang angkatan kerja 
terdapat sekitar 1 orang yang masih mencari pekerjaan.  
Selain itu, adanya kesenjangan dalam penyampaian informasi 
lapangan pekerjaan yang tersedia kepada pencari kerja telah mengakibatkan 
angka pengangguran semakin besar. Kurangnya komunikasi antara penyedia 
kerja dengan pencari kerja telah mengakibatkan pencari kerja kesulitan untuk 
mendapatkan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh 
penyedia kerja. Akibatnya, kesempatan kerja yang tersedia tidak 
termanfaatkan dan jumlah penganggur semakin besar. 
Dengan adanya jurang pemisah antara penyedia kerja dengan pencari 
kerja dalam penyampaian informasi kesempatan kerja, mendorong pemerintah 
untuk menyediakan jembatan untuk mempermudah penyampaian informasi 
mengenai lapangan pekerjaan kepada pencari kerja salah satunya melalui 
bursa kerja. Dengan adanya bursa kerja, penyampaian informasi mengenai 
kesempatan kerja semakin mudah diperoleh dan semakin memudahkan 
pencari kerja untuk mengirimkan lamaran pekerjaannya. Bursa kerja ini 
merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan 
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mengingat amat kompleksnya masalah ketenagakerjaan, mulai dari 
meningkatnya jumlah angkatan kerja, pengangguran, penempatan tenaga kerja 
baik di dalam maupun di luar negeri, meningkatnya mobilitas penduduk usia 
produktif sampai rendahnya kualitas tenaga kerja. Permasalahan ini ternyata 
tidak hanya ada di tingkat nasional, namun juga ada di tingkat daerah salah 
satunya di Kota Surakarta. 
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 
tahun 2007 menunjukkan bahwa penduduk Kota Surakarta tercatat sebesar 
515.372 jiwa. Sementara itu pertumbuhan penduduk tahun 2007 dibandingkan 
penduduk pada tahun 2006 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,48 %. 
Pertumbuhan ini mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan 
penduduk Kota Surakarta pada tahun 2006 yang mengalami pertumbuhan 
negatif sebesar -4,05 %. Hal ini terjadi karena semakin padatnya Kota 
Surakarta dan semakin berkembangnya wilayah sekitar kota Surakarta yang 
semakin diminati sebagai lahan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. 
Berdasarkan piramida penduduk yang disusun dari hasil SUSENAS tahun 
2007 terlihat bahwa penduduk terbesar terjadi pada kelompok usia 20-24 
tahun, yang kemudian menurun cukup tajam pada kelompok usia diatasnya 
(usia 25-29 tahun). Hal ini menunjukkan terjadi migrasi keluar (out migran) 
yang cukup signifikan pada kelompuk usia 25-29 tahun. Kemungkinan yang 
terjadi adalah mereka mencari pekerjaan di luar kota, karena kesempatan kerja 
di kota Surakarta cukup terbatas. (Surakarta dalam Angka Tahun 2007) 
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Sedangkan jumlah penduduk pada usia kerja di kota Surakarta pada 
tahun 2007 adalah 434.697 orang dengan 66,13 persen dari mereka 
merupakan angkatan kerja dan sisanya sebesar 33,87 % bukan angkatan kerja. 
Dari angkatan kerja yang ada tersebut 90,69 % diantaranya sudah bekerja atau 
mempunyai usaha. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang belum bekerja atau 
pengangguran terbuka yaitu sebesar 173.554 orang. (Struktur Ketenagakerjaan 
di Kota Surakarta Tahun 2007) 
Pada tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2009, jumlah pencari kerja 
yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
sebanyak 751 orang. Sementara itu jumlah tenaga kerja yang berhasil 
ditempatkan sebanyak 714 orang. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tenaga 
kerja yang tersedia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan pasar kerja. Terlebih lagi jumlah angkatan kerja yang masuk ke 
pasar kerja tiap tahunnya masih sangat besar dan sebagian besar pencari kerja 
tersebut belum ditempatkan sehingga jumlah pengangguran akan semakin 
besar. Untuk penjelasan lebih detail mengenai jumlah pencari kerja dapat 
dilihat pada tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1.1 
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2009  
sampai dengan bulan Mei 2009 
SD SLTP SLTA/SMK D1, D2, D3 S1, S2 
Bulan 
L P L P L P L P L P 
Jumlah 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
6 
4 
9 
1 
4 
2 
- 
5 
62 
42 
47 
56 
39 
23 
19 
33 
29 
33 
55 
12 
8 
12 
13 
19 
10 
14 
15 
15 
1 
8 
7 
26 
18 
32 
10 
14 
27 
36 
196 
105 
131 
151 
168 
Jumlah - - 22 12 246 137 100 73 60 119  
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Juni 2009 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja terbesar di 
kota Surakarta pada tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 terdapat pada 
pendidikan SMA/SMK yaitu sebesar 383 orang. Jumlah ini diambil dari data 
pencari kerja yang mencari kartu angkatan kerja/kartu kuning (AK-1) di Dinas 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Untuk masa berlaku 
kartu kuning sendiri adalah 2 tahun dengan syarat pencari kerja wajib melapor 
ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap 6 bulan sekali apakah 
dia sudah mendapat pekerjaan atau belum, terhitung setelah pencarian kartu 
kuning.      
Upaya penyaluran pencari kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja 
tidak lepas dari peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku 
lembaga yang mengurusi masalah ketenagakerjaan. Dinas Sosial Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada 
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masyarakat. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada 
masyarakat ini antara lain dalam hal pembuatan kartu angkatan kerja (kartu 
kuning), penyediaan informasi lapangan kerja, pengurusan jamsostek bagi 
para tenaga kerja, pendaftaran lowongan kerja, pemberian pelatihan dan 
keterampilan bagi calon tenaga kerja, dan perlindungan terhadap hak-hak 
pekerja serta menanggapi keluhan permasalahan yang dihadapi tenaga kerja 
yang berkaitan dengan dunia kerja.  
Selain itu, upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja, 
peningkatan jumlah penyediaan fasilitas kerja dan informasi pasar kerja yang 
memadai, peningkatan pelatihan keterampilan tenaga kerja baik di lingkungan 
tempat dia bekerja maupun di balai-balai latihan kerja, dan penyesuaian 
kembali kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi agenda 
penting bagi pemerintah yang harus segera diwujudkan untuk mengatasi 
masalah pengangguran terutama di kota Surakarta ini. Untuk itulah, tepat 
kiranya apabila Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga 
pemerintah yang menangani masalah ketenagakerjaan harus turut berupaya 
dalam menentukan dan menerapkan strategi mengatasi masalah pengangguran 
di kota Surakarta ini.   
Sejalan dengan hal di atas, untuk mengembangkan penyediaan 
fasilitas dan informasi pasar kerja secara terstruktur serta dalam upaya 
penyaluran tenaga kerja yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja maka 
Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mengadakan kegiatan berupa bursa kerja untuk memberikan 
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informasi kepada pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Kegiatan ini dilakukan setiap 
tahun dengan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang disediakan oleh para 
penyedia kerja. Bursa kerja ini dalam penyelenggaraannya selain bekerjasama 
dengan instansi pemerintah juga melibatkan pihak swasta sebagai penyedia 
lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa ”Informasi 
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua 
pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.” 
Dengan demikian tepat kiranya apabila Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kota Surakarta sebagai penyedia fasilitas dan informasi 
pasar kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya melalui kegiatan 
bursa kerja. Diharapkan melalui bursa kerja ini dapat menyerap tenaga kerja 
dan mengurangi angka pengangguran khususnya di Kota Surakarta ini. 
Apalagi mengingat masih banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang memiliki 
kemampuan dan pendidikan yang tinggi tetapi belum terserap oleh pasar kerja 
karena tidak tersosialisasikannya informasi mengenai pasar kerja yang 
disediakan oleh penyedia kerja.     
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B. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka 
perumusan masalahnya adalah : 
”Bagaimana strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 
mengurangi angka pengangguran di Kota Surakarta melalui bursa kerja ?“ 
  
C.  TUJUAN PENELITIAN  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi yang dilakukan oleh 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka 
pengangguran di Kota Surakarta melalui bursa kerja.  
 
D. MANFAAT PENELITIAN  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu diperoleh informasi 
dan gambaran mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi untuk mengurangi angka pengangguran di Kota 
Surakarta melalui bursa kerja. 
 
E. TINJAUAN PUSTAKA 
Pada tinjauan pustaka ini dalam penjabarannya akan dibagi menjadi 
beberapa bagian, yaitu meliputi strategi, manajemen strategi, tenaga kerja, 
angkatan kerja, pengangguran, serta penjabaran mengenai bursa kerja. Untuk 
lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Strategi 
Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1994:964) yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik 
menurut siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang 
cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan 
pengertian strategi dalam Kamus Saku Oxford (dalam Michael 
Armstrong, 2003:37) strategi berarti seni perang, terutama dalam hal 
merencanakan pergerakan pasukan, kapal, dan lain-lain untuk mencapai 
posisi yang menguntungkan, rencana dari tindakan atau kebijakan dalam 
bisnis, politik dan lain-lain. 
Dalam J. Salusu (1996:101) menerangkan bahwa strategi adalah 
suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi 
untuk sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan 
dalam kondisi yang paling menguntungkan.  
Sedangkan Alfred D. Chandler Jr. (dalam Michael Armstrong, 
2003:38) merumuskan strategi sebagai penentuan jangka panjang suatu 
perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Faulkner dan Johnson (dalam Michael Armstrong, 2003:38) 
mengungkapkan bahwa : 
“Strategi memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka 
panjang dan cakupan organisasi. Strategi juga secara kritis 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh posisi organisasi itu sendiri 
dengan memperhatikan lingkungan dan secara khusus memperhatikan 
pesaingnya. Strategi memperhatikan secara sungguh-sungguh 
pengadaan keunggulan kompetitif, yang secara ideal berkelanjutan 
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sepanjang waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan 
menggunakan perspektif jangka panjang secara keseluruhan”.  
 
Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Andrews (dalam Mudrajad 
Kuncoro, 2005:1) bahwa : 
“Strategi adalah pola sasaran, tujuan dan kebijakan atau rencana 
umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan 
dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, 
atau apa yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan”. 
Johnson dan Scholes (dalam Michael Armstrong, 2003:38) memaparkan : 
“Strategi sebagai arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk 
jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya 
dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus, dengan 
pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan 
stakeholder”. 
 
Sedangkan menurut Itami (dalam Mudrajad Kuncoro, 2005:1) : 
“Strategi yaitu penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis 
perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan 
aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan 
mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan 
dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis 
organisasi seperti apa yang hendak dijalankan”.  
 
Menurut Mudrajad Kuncoro (2005:1) : 
”Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi 
dalam melakukan bisnis, yaitu suatu keputusan yang menentukan 
kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada pola tujuan dan 
kerangka kerja menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku 
yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, 
maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Ide bahwa strategi 
menetapkan perusahaan macam apa dan bagaimana seharusnya 
menyatakan bahwa keputusan stratejik yang dibuat perusahaan 
seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, 
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yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam 
lingkungan yang kompetitif”. 
 
Michael Armstrong (2003:39) mengungkapkan bahwa : 
”Strategi dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai cita-cita 
organisasi, ke mana akan pergi dan secara luas bagaimana mencapai 
arah yang dituju. Strategi menentukan arah yang akan ditempuh 
perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungannya dalam rangka 
mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi 
merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk 
mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh 
alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang 
dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan 
eksternal. Strategi merupakan perspektif, di mana isu kritis atau faktor 
keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan stratejik bertujuan 
untuk membuat dampak yang besar serta jangka kepada perilaku dan 
keberhasilan organisasi”.  
 
Lebih lanjut Michael Armstrong (2003:39-42) menjelaskan 3 konsep 
utama strategi, yaitu antara lain :  
a. Keunggulan kompetitif 
Keunggulan kompetitif timbul dari sebuah perusahaan yang 
menciptakan nilai untuk pelanggannya. Untuk mencapai itu, 
perusahaan memilih pasar di mana mereka dapat unggul dan 
menjadi sasaran bergerak bagi pesaingnya serta secara 
berkelanjutan memperbaiki posisi mereka. 
b. Kapabilitas khusus 
Kapabilitas khusus adalah karakteristik yang tidak dapat ditiru 
oleh pesaing, atau sulit sekali ditiru.  
c. Kesesuaian stratejik 
Konsep ini menyatakan bahwa untuk memaksimalkan keunggulan 
kompetitif perusahaan, maka harus menyesuaikan kapabilitas dan 
sumber daya yang ada dengan peluang yang tersedia di lingkungan 
eksternal. 
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Menurut Robert M. Grant (1999:21-23) strategi dapat mengisi 3 tujuan 
manajemen yaitu : 
a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan 
Strategi menentukan suatu pedoman, peraturan, dan kriteria yang 
dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan kata 
lain, strategi dapat digunakan untuk membatasi alternatif 
keputusan yang akan diambil, dan dapat juga digunakan sebagai 
petunjuk untuk mengurangi usaha pencarian yang diperlukan 
untuk pengambilan keputusan dari suatu masalah. 
b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi 
Strategi tidak hanya dapat digunakan untuk memperoleh 
konsistensi dalam keputusan yang diambil dalam waktu yang 
berbeda tetapi untuk organisasi yang kompleks, strategi dapat 
digunakan sebagai alat untuk memperoleh konsistensi dalam 
keputusan yang diambil oleh berbagai departemen dan individu 
yang ada dalam organisasi. 
c.  Strategi sebagai target 
Konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk 
menentukan di mana perusahaan akan berada dalam masa yang 
akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk 
memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk 
membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi 
dapat juga berperan sebagai target perusahaan. 
 
Dalam J. Salusu (2003:104), Koteen membagi strategi menjadi 4 tipe. 
Tipe-tipe strategi yang dimaksud adalah: 
1.  Corporate Strategy (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan 
dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif 
tujuan strategik yang baru. 
2.  Program Strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi 
perhatian pada implikasi-impliksi strategik dari suatu program 
tertentu, 
3.  Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya). 
Memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan 
sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan 
kualitas kinerja organisasi. Sumber daya berupa tenaga, keuangan, 
teknologi. 
4. Institutional Strategy (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi 
ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk 
melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik. 
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Dalam kenyataannya, strategi harus dapat memperoleh 
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari ditetapkannya strategi tersebut. 
Menurut Hatten & Hatten (1988) dalam J. Salusu (2003:108) memberi 
beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi yang dibuat bisa sukses yaitu: 
1.  Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. 
2.  Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. 
3.  Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan 
semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang 
lain. 
4.  Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang 
merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru 
adalah kelemahannya. 
5.  Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. 
6.  Strategi hendaknya memperhitungakan risiko yang tidak terlalu 
besar. 
7.  Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang 
telah dicapai. 
8.  Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya 
dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para 
ekskutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi. 
 
Dari beberapa pengertian mengenai strategi di atas dapat 
disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu siasat atau rencana yang 
disusun dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal 
organisasi serta dilaksanakan dengan tindakan yang konsekuen dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga dari uraian diatas dapat 
dikatakan bahwa bursa kerja merupakan salah satu bentuk strategi 
organisasi karena berkaitan dengan misi dan tujuan organisasi.    
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2. Manajemen Strategi 
Pengertian Manajemen Strategi menurut John A. Pearce & 
Richard B. Robinson (2008:5) adalah : 
“Manajemen strategis (strategic management) didefinisikan sebagai 
suatu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan 
implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu 
perusahaan.” 
Sedangkan Hadari Nawawi (2000:149) mengemukakan bahwa : 
”Manajemen strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu 
kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan 
saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) 
ke arah yang sama pula.” 
Lebih lanjut Hadari Nawawi (2000:149) mengemukakan komponen-
komponen dari manajemen strategik yaitu : 
”Komponen pertama adalah perencanaan strategik dengan unsur-
unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategik dan Strategi 
Utama (induk) organisasi. Sedang komponen kedua adalah 
Perencanaan Operasional dengan unsur-unsurnya Sasaran atau Tujuan 
Operasional, Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen berupa fungsi 
Pengorganisasian, Fungsi Pelaksanaan dan Fungsi Penganggaran, 
Kebijaksanaan Situasional, Jaringan Kerja (Network) Internal dan 
Eksternal, Fungsi Kontrol dan Evaluasi serta Umpan Balik.”  
 
Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro (2005:8) ada empat atribut utama 
Manajemen Stratejik yaitu : 
1.  Manajemen stratejik ditujukan untuk semua tujuan dan sasaran 
organisasi 
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2.  Manajemen stratejik melibatkan stakeholders ketika membuat 
keputusan 
3.  Manajemen stratejik membutuhkan penggabungan antara 
perspektif jangka pendek dan jangka panjang 
4.  Manajemen stratejik meliputi juga kesadaran akan trade-off antara 
efektifitas dan efisiensi. 
Dess & Lumpkin dalam Mudrajad Kuncoro (2005:7) mengemukakan 2 
elemen utama pada manajemen stratejik, yaitu : 
1. Manajemen stratejik memerlukan 3 proses yang berkelanjutan, 
yaitu 
a.  Analisis. Manajemen stratejik menitikberatkan pada analisis 
hierarki tujuan stratejik (visi, misi, dan sasaran stratejik), 
bersamaan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal 
organisasi 
b.  Keputusan. Menjawab dua pertanyaan dasar : dalam industri 
apa seharusnya perusahaan bersaing? Bagaimana perusahaan 
berkompetisi dalam industri tersebut? 
c.  Aksi. Perusahaan harus membuat aksi-aksi yang dirasa perlu 
untuk mengimplementasikan strategi. Hal ini membutuhkan 
pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang 
diperlukan dan mendesain organisasi agar strategi yang dipilih 
menjadi sebuah kenyataan. 
2. Inti dari manajemen stratejik adalah mempelajari mengapa 
perusahaan mampu mempunyai kinerja yang mengungguli 
perusahaan yang lain. 
 
Menurut (Dess & Lupmkin; Coulter; Hitt, et al.; Pearce & Robinson) 
dalam Mudrajad Kuncoro (2005:13) manajemen stratejik dapat dilihat 
sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling 
berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen stratejik pada 
umumnya yaitu : 
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1. Analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks 
organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi 
2. Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang 
sesuai 
3. Implementasi strategi adalah proses bagaimana melaksanakan 
strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata 
4. Evaluasi strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi 
diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. 
Menurut Pearce & Robinson dalam Mudrajad Kuncoro (2005:2) 
mengemukakan manfaat manajemen stratejik adalah sebagai berikut : 
a.  Formulasi strategi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 
mencegah masalah 
b.  Keputusan stratejik berbasis kelompok akan dapat ditarik dari 
berbagai alternatif yang terbaik 
c. Dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi akan 
meningkatkan pemahaman mereka mengenai hubunga 
produktivitas dan bonus dalam setiap rencana stratejik dan pada 
gilirannya meningkatkan motivasi mereka 
d. Penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Partisipasi dalam 
formulasi strategi akan membuat proses pengambilan keputusan 
menjadi demokratis dan jauh dari kesan otoriter. 
Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
manajemen strategi (strategic management) adalah suatu sistem dalam 
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keputusan atau tindakan yang mengimplementasikan rencana untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
 
3. Tenaga Kerja  
Pengertian tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
Menurut Mulyadi Subri (2003:59) : 
”Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 
15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang 
dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 
tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas 
tersebut.” 
 
Suroto (1992:17) mengemukakan bahwa : 
”Tenaga kerja (manpower) adalah kemampuan manusia untuk 
mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau 
jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.”  
 
Sedangkan Oemar Hamalik (2000:7) mengemukakan bahwa : 
”Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, 
kemampuan, yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam 
kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam 
pembangunan,  sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat 
secara keseluruhan.” 
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Secara lebih lanjut, Oemar Hamalik (2000:7-8) mengemukakan bahwa 
tenaga kerja pada hakikatnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut : 
1. Aspek potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-
potensi herediter yang bersifat dinamis, yang terus berkembang 
dan dapat dikembangkan. 
2. Aspek profesional, dan/atau vokasional, bahwa setiap tenaga kerja 
memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejuruan dalam 
bidang tertentu, dengan kemampuan dan keterampilan itu, dia 
dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan 
menciptakan hasil yang baik secara optimal.  
3. Aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan 
pekerjaannya secara tepat guna, artinya bekerja sesuai dengan 
tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. 
4. Aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat 
mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses 
dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. 
5. Aspek personal, bahwa tiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat 
kepribadian yang menunjang pekerjaannya. 
6. Aspek produktivitas, bahwa tiap tenaga kerja harus memiliki motif 
berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil dari 
pekerjaannya, baik kuantitas maupun kualitas. 
 
Dalam jurnal Labor Law and Religion (2009), Francois Gaudu juga 
mengemukakan bahwa aspek rohani juga berpengaruh terhadap tenaga 
kerja :  
“The impact of religion on labor law did not disappear, but regressed. 
However, ideologies that promised “a better world” also entered an 
acute crisis. The withdrawal of religious denomination from labor law 
has left an unexpected void (Dampak religi dalam hukum tenaga kerja 
tidak dapat hilang, tetapi mengalami kemunduran. Bagaimanapun, 
pemikiran tentang janji “dunia yang lebih baik” juga merupakan krisis 
akut. Penarikan religi dari hukum tenaga kerja mengakibatkan 
kekosongan yang tak terduga)”  
 
Dari pengertian-pengertian tenaga kerja yang telah dikemukakan 
di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga kerja adalah sumber daya 
manusia yang memiliki potensi, kemampuan, yang tepat guna, berdaya 
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guna, berpribadi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan 
dirinya sendiri maupun masyarakat luas. 
 
4. Angkatan Kerja 
Sebelum dijelaskan mengenai angkatan kerja, perlu diketahui 
terlebih dahulu mengenai pengertian bekerja. Menurut Basir Barthos 
(1999:17) : 
”Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau 
membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling 
sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu. Waktu bekerja tersebut 
harus berurutan dan tidak terputus.” 
Konsep bekerja ini kemudian menjadi dasar bagi konsep ”Labour Force”. 
Menurut Basir Barthos (1999:17) : 
”Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang 
bekerja, sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.” 
Mulyadi Subri (2003:60) mengungkapkan bahwa : 
”Angkatan kerja (labour force) adalah bagian dari tenaga kerja yang 
sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan 
produktif yaitu produksi barang dan jasa.” 
Sedangkan menurut Suroto (1992:28) : 
”Angkatan kerja adalah sebagian dari jumlah penduduk dalam usia 
kerja yang mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan, tapi 
secara aktif atau pasif mencari pekerjaan.” 
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Lebih lanjut Suroto (1992:28) menjelaskan bahwa angkatan kerja 
mempunyai 2 karakteristik yaitu : 
1. Mampu melakukan pekerjaan 
Mampu disini menunjuk pada tiga hal. Pertama, mampu fisik yaitu 
sudah cukup umur, jasmani sudah cukup kuat, dan tidak 
mempunyai cacat badan. Kedua mampu mental, mempunyai 
mental yang sehat dan tidak memiliki kelainan atau cacat mental. 
Ketiga, mampu yuridis, yaitu tidak kehilangan kebebasan untuk 
memiliki dan melakukan pekerjaan. 
2. Bersedia melakukan pekerjaan 
Artinya bahwa orang yang bersangkutan dapat secara aktif, 
maupun pasif atas kemauannya sendiri mencari pekerjaan. 
Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang 
mampu dan bersedia untuk bekerja. 
 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
Mulyadi Subri (2003:60) menjelaskan : 
“Tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate) 
adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok 
umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.” 
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Untuk mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggunakan 
perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja 
pada waktu yang sama. 
TPAK  =   angkatan kerja    x 100 % 
         tenaga kerja 
 
5. Pengangguran 
Pengertian pengangguran menurut Hartini dan G. Kartasapoetra 
(1992:357) adalah suatu kenyataan apabila orang atau tenaga kerja tidak 
mendapatkan pekerjaan. Sedangkan menurut Suroto (1992:29) : 
”Pengangguran adalah kejadian atau keadaan orang sedang 
menganggur. Dalam pengertian makro ekonomis pengangguran adalah 
sebagian dari angkatan kerja yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. 
Dalam pengertian mikro pengangguran adalah keadaan seorang yang 
mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak 
mempunyai pekerjaan.” 
 
Lebih lanjut Suroto (1992:29) menjelaskan pengertian penganggur adalah 
orang yang mampu bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan ingin 
bekerja atau baik secara aktif, maupun pasif mencari pekerjaan. 
 
Tingkat Pengangguran 
Untuk mengukur seberapa besar pengangguran yang ada di suatu wilayah 
digunakan konsep mengenai tingkat pengangguran. Menurut Mulyadi 
Subri (2003:60) tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan 
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berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari 
pekerjaan. 
Tingkat pengangguran biasanya diukur dengan perbandingan antara 
jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja pada waktu yang sama.  
Tingkat Pengangguran  = jumlah orang yang mencari pekerjaan x 100 % 
                           jumlah angkatan kerja 
 
Macam-macam  Pengangguran 
Pengangguran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan 
beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mulyadi Subri 
(2003:60-61) macam-macam pengangguran antara lain : 
1. Pengangguran terbuka (open unemployment) : bagian dari angkatan 
kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari 
pekerjaan. 
2. Setengah menganggur (underemployment) : perbedaan antara jumlah 
pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya 
dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin 
dikerjakannya. 
3. Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment) : jika 
seseorang bekerja tidak tetap (part time) diluar keinginannya sendiri, 
atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. 
4. Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment) 
: jika seseorang bekerja secara penuh (full time) tetapi pekerjaannya 
itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu 
rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk 
mengembangkan seluruh keahliannya. 
5. Pengangguran tidak kentara (disnguised unemployment) : Dalam 
angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi 
sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi 
produktivitasnya. 
6. Pengangguran friksional : pengangguran yang terjadi akibat pindahnya 
seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus 
mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur 
sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut. 
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7. Pengangguran struktural : pengangguran yang disebabkan karena 
ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan dengan 
keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan 
struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. 
 
Sedangkan macam-macam pengangguran menurut Suroto (1992:197-202) 
adalah : 
1. Pengangguran peralihan 
Pengangguran peralihan disebabkan karena pencari kerja tidak 
mengetahui bahwa ada lowongan yang sesuai dengan kualifikasi dan 
keinginan yang dimilikinya. Atau di pihak lain pengusaha yang 
mencari tenaga tidak mengetahui bahwa ada pencari kerja yang 
memenuhi syarat tersedia baginya.  
2. Pengangguran musiman 
Pengangguran musiman disebabkan oleh fluktuasi kegiatan produksi 
dan distribusi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh musim. Ada pola 
musiman yang disebabkan oleh faktor iklim dan oleh kebiasaan 
masyarakat. 
3. Pengangguran konjungtural 
Pengangguran konjungtural timbul karena penurunan kegiatan 
ekonomi. Kekurangan permintaan efektif mengenai barang dab jasa 
menyebabkan penurunan kegiatan produksi dan distribusi perusahaan. 
Akibatnya terjadi pengurangan penggunaan tenaga kerja. 
4. Pengangguran teknologis 
Pengangguran ini disebabkan karena adanya perubahan teknologi 
produksi. Perubahan ini menyangkut proses pekerjaan, jenis bahan 
yang digunakan, tingkat produktivitas kerja, dan penggunaan mesin-
mesin yang hemat tenaga kerja. 
5. Pengangguran struktural 
Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan struktur pasar barang 
dan disebabkan oleh struktur perekonomian yang belum maju, kurang 
mampu menciptakan cukup lapangan kerja produktif dan remuneratif 
bagi seluruh angkatan kerjanya. 
6. Pengangguran khusus 
Pengangguran ini biasanya memerlukan penanganan khusus. Misalnya 
adalah penyandang cacat dan pengungsi. 
7. Pengangguran muda 
Pengangguran ini disebabkan oleh pemuda-pemuda yang belum 
memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang cukup sehingga 
sulit untuk memperoleh pekerjaan. 
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8. Pengangguran tua 
Pengangguran ini biasanya diderita oleh orang-orang yang karena 
sesuatu sebab tidak dapat menjalani kariernya sampai usia cukup tua 
untuk mengundurkan diri dari dunia pekerjaan. 
9. Pengangguran wanita 
Disebabkan karena penghargaan terhadap peranan wanita dalam 
kehidupan ekonomi yang rendah sehingga yang lebih banyak 
digunakan adalah tenaga kerja laki-laki. 
10. Pengangguran yang disebabkan oleh isolasi geografis 
Pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang tinggal dalam wilayah 
yang jauh terpencil dari pusat kegiatan ekonom, yang menjadi pusat 
pasar kerja.   
 
Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menyebabkan munculnya 
pengangguran, seperti yang dikemukakan oleh Marion Jansen dan Eddy 
Lee dalam jurnal Trade and Employment : Challenges for Policy Research 
(2007) berikut ini : 
“Workers who lose their job following trade reform have to look for a new 
job and potentially have to go through a period of unemployment. They 
may be expected to relocate or to undergo retraining (pekerja yang 
kehilangan pekerjaannya karena reformasi perdagangan sehingga mencari 
pekerjaan yang baru dan berpotensial menjadi pengangguran. Mereka 
diharapkan untuk ditampung dan melakukan pelatihan kembali)” 
 
Pengangguran sebagai salah satu permasalahan ketenagakerjaan 
yang sangat penting dan mendesak, sangat perlu untuk segera diatasi agar 
tidak menimbulkan masalah baru. Untuk itu diperlukan beberapa cara 
yang tepat untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi angka 
pengangguran. Menurut Suroto (1992:199-208) cara-cara untuk 
mengurangi angka pengangguran antara lain : 
1. Diperlukan upaya untuk memperlancar pemberian informasi mengenai 
lowongan pekerjaan yang ada seluas-luasnya kepada pencari kerja. 
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2. Pemberian berbagai bentuk subsidi kepada pencari kerja untuk 
mendatangi dan memasuki lowongan yang ada di tempat lain yang 
jauh. 
3. Pemberian kesempatan kerja sementara selama musim sepi pekerjaan.  
4. Pemberian latihan kerja institusional berupa keterampilan dasar bagi 
tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. 
5. Diberikan pelatihan keterampilan mengenai teknologi baru yang akan 
digunakan agar tenaga kerja tidak mengalami gagap teknologi. 
6. Pelaksanaan pembangunan yang secara nyata dan memadai ditujukan 
untuk memperluas kesempatan kerja produktif dan remuneratif. 
 
Dari penjelasan di atas bursa kerja merupakan salah satu cara untuk 
mengurangi angka pengangguran khususnya berkaitan dengan upaya 
memperlancar pemberian informasi lowongan pekerjaan yang ada seluas-
luasnya kepada pencari kerja. 
 
6. Bursa Kerja 
Pengertian bursa kerja di dalam penelitian ini dapat disamaartikan 
dengan pengertian informasi pasar kerja. Sebelum dijelaskan pengertian 
mengenai apa itu informasi pasar kerja, terlebih dahulu perlu diketahui 
pengertian dari informasi itu sendiri. Definisi informasi menurut Gordon 
B. Davis dalam Moekijat (1996:6) adalah : 
”Data yang diolah menjadi bentuk yang penting bagi si penerima dan 
mempunyai nilai yang nyata / yang dapat dirasakan dalam 
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.” 
Sedangkan Burch dan Strater dalam Moekijat (1996:6) menyatakan 
informasi adalah pengumpulan data untuk memberikan pengetahuan atau 
keterangan. 
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Berdasarkan pengertian di atas, informasi merupakan hasil proses 
pengolahan data menjadi suatu bentuk yang dapat menambah pengetahuan 
bagi si penerima dan mengurangi ketidaktahuan bagi yang bersangkutan. 
 Sedangkan pengertian data itu sendiri menurut The Liang Gie 
dalam Moekijat (1996:5) adalah : 
”Hal, peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung 
sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan 
keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penetapan keputusan. Data 
adalah ibarat bahan yang melalui pengolahan tertentu yang kemudian 
menjadi keterangan.” 
 
Sedangkan informasi pasar kerja (bursa kerja) merupakan salah 
satu layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta berkenaan dengan tugasnya menangani 
masalah di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam rangka penempatan 
tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. 
Adapun pengertian pasar kerja menurut Suroto (1992:19) adalah : 
”Seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh 
permintaan dan penawarannya dalam masyarakat dengan seluruh 
mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif di antara 
orang yang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang 
membutuhkan tenaga tersebut.” 
 
Sedangkan pengertian informasi pasar kerja menurut Basir 
Barthos (1999:37) adalah : 
”Suatu alat untuk menampung dan menyalurkan keseluruhan data atau 
informasi mengenai penawaran dan permintaan tenaga kerja kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan.” 
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Dalam Basir Barthos (1999:38) Rudy Pinola memberikan pengertian 
informasi pasar kerja yaitu : 
”Pokok informasi yang menghubungkan permintaan dan penawaran 
tenaga kerja sekaligus secara menyeluruh maupun terpisah, yang 
memudahkan pengambilan keputusan di dalam pengembangan dan 
pemanfaatan sumber daya manusia.” 
Sehingga dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa informasi pasar kerja adalah suatu alat yang berisikan tentang 
informasi mengenai :  
1. Persediaan tenaga kerja  
Yaitu jumlah individu/manusia yang tersedia serta mampu dan 
bersedia untuk melakukan pekerjaan. 
2. Permintaan tenaga kerja 
Adalah kebutuhan yang sudah didasarkan atas ketersedian kesempatan 
kerja dengan kesediaan membayarkan upah tertentu sebagai 
imbalannya.  
Mengingat masalah kesempatan kerja semakin penting dan 
mendesak yang dikarenakan pertumbuhan angkatan kerja selalu lebih 
cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga masyarakat pencari 
kerja sangat membutuhkan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia. 
Demikian pula dengan perusahaan pemberi kerja, mereka sangat 
membutuhkan informasi ketersediaan tenaga kerja beserta kualifikasi yang 
dimilikinya sehingga perekrutan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara 
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efektif dan efisien. Untuk itu layanan informasi pasar kerja (bursa kerja) 
akan sangat membantu pencari kerja dan pemberi kerja dalam 
mendapatkan pekerjaan maupun tenaga kerja. 
Sebagai landasan hukum pelaksanaan layanan informasi pasar 
kerja (bursa kerja) ini adalah : 
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Mengenai Tenaga Kerja, dalam rangka perluasan kesempatan 
kerja. 
2. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor 
Lowongan Pekerjaan. Dengan diperolehnya data mengenai keadaan 
lowongan pekerjaan tersebut maka dapat diketahui keadaan pasar 
kerja. 
Adapun informasi yang dimuat dalam bursa kerja tersebut adalah 
informasi lowongan pekerjaan yang disertai dengan informasi 
persyaratan/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 
perusahaan/instansi pencari tenaga kerja. Disamping itu juga memuat 
profil perusahaan pemberi kerja (jenis kegiatan dan jenis perusahaan). 
Sedangkan manfaat dari adanya bursa kerja (informasi pasar kerja) 
ini adalah : 
1. Bagi pencari kerja  
a. Pencari kerja mempunyai banyak kesempatan dan pilihan untuk 
mengukur kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki apakah sudah 
sesuai kriteria yang diinginkan perusahaan. 
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b. Pencari kerja dapat menghemat biaya dan waktu dalam proses 
pencarian pekerjaan. 
c. Pelamar dapat berinteraksi langsung dengan perusahaan yang 
diinginkannya. 
2. Bagi perusahaan 
a. Perekrutan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara efisien dan 
efektif. 
b. Dapat digunakan sebagai ajang promosi dan menampilkan secara 
visual produk-produknya. 
3. Bagi pemerintah  
a. Melakukan pendataan potensi jumlah kesempatan kerja yang 
tersedia dan gambaran profil nyata pencari kerja. 
b. Sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan di bidang 
ketenagakerjaan. 
 
Bursa Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta 
Bursa Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan pada tugas pokoknya sebagai 
penyelenggara informasi pasar kerja yang tertera dalam Peraturan 
Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta. Tugas dalam mengelola dan melaksanakan 
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bursa kerja ini dilaksanakan oleh petugas Seksi Informasi dan Penempatan 
Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri di bawah koordinasi Bidang 
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. Tujuan dari pelaksanaan 
bursa kerja tersebut adalah memberikan informasi kepada pencari kerja 
baik itu penganggur, setengah penganggur, maupun yang sudah bekerja 
mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia. Sasaran dari bursa kerja ini 
adalah : 
a. Yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja untuk mencari 
pekerjaan sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang 
dimilikinya. 
b. Membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan jabatan. 
c. Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan 
tenaga kerja. 
d. Menjadi ajang pameran bagi perusahaan.  
Bursa kerja yang diadakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta terdiri dari 3 macam, yaitu : 
1. Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan bursa kerja yang diadakan 
oleh lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta atau lembaga 
pelatihan kerja bagi para anak didiknya. Dalam Bursa Kerja Khusus 
(BKK) ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta hanya bertindak sebagai pemberi ijin dan pembina 
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pelaksanaan bursa kerja. Sedangkan yang bertindak sebagai 
pelaksananya adalah lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
tersebut dengan bekerja sama dengan perusahaan pemberi kerja yang 
sudah memiliki kesepakatan dengan lembaga pendidikan tersebut. 
Bursa Kerja Khusus (BKK) hanya melibatkan pencari kerja yang 
berasal dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja tersebut 
sehingga pencari kerja yang bukan berasal dari lembaga tersebut tidak 
diperbolehkan ikut serta dalam BKK ini.    
2. Bursa Kerja Umum (BKU) 
Bursa Kerja Umum (BKU) merupakan bursa kerja yang 
diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Surakarta dengan perusahaan penyedia kerja dengan 
mempertemukan secara langsung antara perusahaan penyedia kerja 
dengan pencari kerja di tempat tertentu pada waktu yang telah 
ditentukan. Dalam Bursa Kerja Umum (BKU) ini, pencari kerja dapat 
berinteraksi secara langsung dengan perusahaan penyedia kerja 
sehingga informasi mengenai profil perusahaan dan informasi tentang 
kebutuhan lowongan kerja yang tersedia dapat langsung diperoleh 
oleh pencari kerja. Bursa Kerja Umum (BKU) ini menjadi agenda 
tahunan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan semua 
pencari kerja dari berbagai lapisan masyarakat boleh ikut serta dalam 
mencari informasi dan mengajukan lamaran pekerjaan yang sesuai 
dengan minat dan keterampilannya. 
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3. Bursa Kerja Online (BKO) 
Bursa Kerja Online (BKO) merupakan bursa kerja yang disediakan 
melalui layanan online melalui fasilitas internet. Dalam bursa kerja ini 
memuat tentang lowongan pekerjaan yang tersedia baik di dalam kota 
maupun di luar kota bahkan luar negeri. Bursa Kerja Online (BKO) 
juga sebagai layanan satu atap untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
yang berasal dari Propinsi Jawa Tengah, sehingga akan membantu 
calon TKI untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya jika 
mereka ingin ke luar negeri untuk bekerja. Bursa Kerja Online (BKO) 
ini merupakan langkah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Surakarta untuk memberikan layanan informasi mengenai 
lowongan pekerjaan yang tersedia secara cepat dan mudah diakses 
oleh siapapun , kapanpun dan dimanapun pencari kerja berada. Bursa 
Kerja Online (BKO) ini diwujudkan dalam bentuk website dengan 
alamat www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id. 
Bursa kerja sebagai layanan informasi pasar kerja mempunyai beberapa 
keunggulan, antara lain : 
a. Hemat 
Bursa kerja dapat menghemat waktu dan biaya bagi pencari kerja 
maupun perusahaan penyedia kerja. Pencari kerja dapat memperoleh 
informasi mengenai lowongan pekerjaan sekaligus memasukkan 
lamaran pada waktu dan tempat yang sama, sehingga dapat 
menghemat waktu dan biaya bagi pencari kerja. Sedangkan bagi 
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penyedia lowongan kerja, bursa kerja dapat digunakan sebagai sarana 
untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan secara efisien, karena 
tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menginformasikan 
lowongan pekerjaan yang tersedia. 
 b. Mudah 
Bursa kerja mempunyai kemudahan bagi pencari kerja untuk 
memperoleh pekerjaan sesuai dengan minat dan keterampilannya 
maupun bagi penyedia kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai 
dengan kualifikasi yang dibutuhkannya karena dalam bursa kerja, 
pencari kerja dapat berinteraksi secara langsung dengan penyedia 
kerja dalam suatu waktu dan tempat yang sama.   
c. Tepat  
Bursa kerja memberikan informasi secara akurat dan tepat mengenai 
lowongan pekerjaan yang tersedia kepada pencari kerja. Selain itu, 
bursa kerja juga menyediakan informasi yang tepat mengenai supply 
pencari kerja yang tersedia kepada penyedia kerja. Ketepatan ini 
diperoleh karena pencari kerja dapat berinteraksi dengan penyedia 
kerja sehingga pencari kerja dapat mengetahui jenis kegiatan 
perusahaan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Dengan berbagai macam keunggulannya, melalui bursa kerja yang 
diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sebagai sarana layanan informasi pasar kerja diharapkan mampu untuk 
mengurangi angka pengangguran di Kota Surakarta. 
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F. KERANGKA PIKIR 
Pengangguran merupakan suatu permasalahan ketenagakerjaan yang 
selalu ditemui di setiap daerah, khususnya di wilayah Kota Surakarta. Adanya 
kesenjangan dalam penyampaian informasi lapangan pekerjaan yang tersedia 
kepada pencari kerja telah mengakibatkan angka pengangguran semakin 
besar. Oleh karena itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
melakukan kegiatan bursa kerja sebagai salah satu upaya untuk mengurangi 
angka pengangguran di Kota Surakarta. Sasaran dari kegiatan bursa kerja 
adalah masyarakat pencari kerja dengan tujuan membantu mereka dalam 
mendapatkan pekerjaan, perusahaan pencari tenaga kerja dengan tujuan 
membantu mereka untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan jabatan yang ada, dan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi 
angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. 
Sedangkan target yang ingin dicapai dari dilaksanakannya bursa kerja ini 
adalah terisinya/terpenuhinya semua lowongan yang disediakan oleh 
perusahaan pencari kerja yang sudah terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi atau dapat menempatkan pencari kerja yang ada sebanyak 
mungkin. 
Bursa kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta meliputi Bursa Kerja Khusus (BKK), Bursa 
Kerja Umum (BKU), dan Bursa Kerja Online (BKO). Dalam pelaksanaan 
bursa kerja pastinya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat 
keberhasilan program. Faktor pendukung yang ada harus dipertahankan dan 
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ditingkatkan sedangkan faktor penghambat tadi harus segera dicari solusinya 
agar tidak menggangu kegiatan yang sudah terencana dan diharapkan program 
dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan.  
Gambar 1.1 
Kerangka Pikir 
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G. METODE PENELITIAN 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini mengambil di wilayah Kota Surakarta, 
khususnya di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Alasan pengambilan lokasi tersebut antara lain adalah :   
a.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
memegang peranan yang paling vital dalam perencanaan dan 
pelaksanaan bursa kerja di Kota Surakarta.  
b. Adanya kemudahan dan ketersediaan data di Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta yang dapat mendukung 
kelancaran penulisan.  
c. Bursa kerja merupakan strategi unggulan untuk mengurangi angka 
pengangguran yang dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dalam mengurangi angka pengangguran melalui bursa kerja merupakan 
suatu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melakukan 
penggambaran terhadap objek atau variabel yang diteliti. Metode kualitatif 
merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa 
yang ditulis dan dikatakan oleh orang / tingkah laku yang diamati. 
Penelitian deskriptif merupakan tingkat kedua yang merupakan 
pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif dimana peneliti sudah 
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mengetahui beragam variabel yang terlibat dalam sasaran studinya. 
Penelitian deskriptif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 
mendalam mengenai kondisi tentang apa yang terjadi apa adanya di 
lapangan studinya. (H.B. Sutopo, 2002 : 110-111) 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Teknik ini merupakan suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mengadakan tanya jawab (interview) dengan informan yang 
diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk 
mempermudah dalam proses wawancara, peneliti membuat pedoman 
wawancara yang memuat garis-garis pokok pertanyaan, dan apabila 
dianggap perlu, peneliti dapat mengajukan pertanyaan diluar pedoman 
interview tersebut, agar diperoleh data yang semakin lengkap. 
Penentuan informan dilakukan dengan seleksi yang di dasarkan pada 
kriteria tertentu (criteria-based selection).  
b. Pencatatan Dokumen 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari 
sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung, yaitu 
dapat berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-
undangan, laporan-laporan dokumen resmi institusi (arsip) dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data 
sekunder diperoleh dari studi dokumen yaitu kegiatan mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, berita, buku-
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buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen 
resmi institusi (arsip), prasasti dan lain sebagainya. Teknik ini 
dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan 
dalam penelitian. 
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan berasal dari :  
a. Narasumber 
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data atau informasi secara 
langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan bursa kerja oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kota Surakarta. Adapun pihak-pihak tersebut antara 
lain : 
1.  Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. 
Untuk mendapatkan informasi tentang usaha mengatasi 
pengangguran melalui bursa kerja. 
2.  Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri Luar Negeri. Untuk mendapatkan informasi mengenai 
bursa kerja. 
3.  Staf Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 
Luar Negeri 
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4. Pencari kerja, lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
penyelenggara Bursa Kerja Khusus dan perusahaan peserta bursa 
kerja. 
b. Peristiwa atau aktivitas yang diamati  
Penulis mengamati peristiwa atau aktivitas yang terjadi di lingkungan 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. 
c. Dokumen 
Data diperoleh dari literatur, arsip-arsip, dokumen dan buku-buku, 
undang-undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam hal 
ini, penulis memperoleh data dari : 
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
2. Struktur Ketenagakerjaan di Kota Surakarta Tahun 2007. 
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.  
4. Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus di Kota Surakarta. 
5. Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kota Surakarta Tahun 2009. 
6. Daftar Perusahaan Peserta Job Market Fair 2008. 
7. Buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penulisan. 
5. Validitas Data 
Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 
kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut 
dengan validitas data. Validitas data akan membuktikan apakah data yang 
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diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih 
menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan 
teknik trianggulasi data. Yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data 
dengan pengecekan pembanding terhadap data yang diperoleh dari seorang 
informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan 
lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data. 
6. Teknik Analisis Data 
Karena sebagian besar data merupakan data kualitatif, maka penelitian ini 
juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang dimaksud untuk 
memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh tentang 
apa yang tercakup dalam permasalahan yang dilakukan di lapangan saat 
pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dianggap 
relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu model 
yang memerlukan tiga komponen, berupa induksi data, sajian data, serta 
penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan proses siklus 
antar tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu 
sama lain secara sistematis. 
a. Reduksi data 
Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data 
sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses 
reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai 
disusun. 
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b. Penyajian data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. 
Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 
sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal 
yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada 
analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. 
c. Penarikan simpulan dan verifikasi 
Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan dan 
analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat 
yang mungkin dapat muncul, serta proposisi untuk memberikan 
pengertian mengenai arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan 
kemudian dapat ditarik suatu simpulan. Simpulan perlu diverifikasi 
agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Untuk lebih mudahnya, teknik analisis data diatas dapat digambarkan 
melalui sebuah skema, yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 1.2. Teknik Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Sumber : H.B. Sutopo, 2002:96) 
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BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. SEJARAH SINGKAT KANTOR DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI 
Keberadaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Depnakertrans) hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. 
Sejak tahun 1947, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa urusan 
perburuhan dipisahkan dari Kementrian Sosial dengan membentuk 
Departemen Perburuhan sampai tahun 1966. 
Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan I, nama Departemen 
Perburuhan diganti dengan nama Departemen Tenaga Kerja, yang didalamnya 
terdapat 2 Direktorat Jenderal, yaitu : 
1. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja (Dirjen 
Binaguna) 
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja (Dirjen 
Perawatan) 
Pada tahun 1973, bersamaan dengan terbentuknya Kabinet 
Pembangunan II, Departemen Tenaga Kerja diintegrasikan dengan 
Departemen Transmigrasi dan Koperasi menjadi satu yaitu Departemen 
Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi. Departemen ini untuk selanjutnya 
membawahi 4 Dirjen, yang merupakan gabungan dari 2 Departemen tersebut, 
yaitu : 
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1. Dirjen Binaguna 
2. Dirjen Perawatan 
3. Dirjen Transmigrasi 
4. Dirjen Koperasi 
Setelah Kabinet Pembangunan III terbentuk, Direktorat Jenderal 
Koperasi diintegrasikan dengan Departemen Perdagangan, sehingga pada 
tahun tersebut Departemen Tenaga Kerja dan Koperasi berubah nama menjadi 
Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi. Dengan demikian, di dalam 
departemen ini tinggal 3 Dirjen saja, yaitu : 
1. Dirjen Binaguna 
2. Dirjen Perawatan 
3. Dirjen Transmigrasi 
Pada tahun 1983 setelah Kabinet Pembangunan IV terbentuk, maka 
Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dipecah menjadi 2 departemen, yaitu 
Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi. Dan dengan adanya 
perubahan kepemimpinan nasional yang terjadi sejak tahun 1998, kedua 
departemen tersebut diintegrasikan kembali menjadi departemen tenaga kerja 
dan transmigrasi. 
Dengan semangat otonomi daerah yang menunjuk pada 
diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 
1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, maka di tingkat daerah 
dibentuk Kantor Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) yang bertanggung jawab 
kepada Walikota/Bupati setempat. 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta pada tanggal 24 Desember 2008 Dinas 
Tenaga Kerja digabungkan dengan Dinas Sosial. Sehingga Dinas Tenaga 
Kerja Kota Surakarta berubah nama menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kota Surakarta. 
 
B. VISI DAN MISI 
1. Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta adalah 
terwujudnya tenaga kerja yang profesional, berdaya saing tinggi dan 
hubungan industrial yang harmonis serta perlindungan tenaga kerja. 
2. Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta terdiri 
dari : 
a. Menciptakan kualitas (profesionalisme), aparatur dan perencanaan 
tenaga kerja daerah. 
b. Perluasan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. 
c. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, mandiri serta profesional. 
d. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis guna mewujudkan 
ketenangan kerja dan usaha agar tercipta kesejahteraan pekerja dan 
keluarga. 
e. Meningkatkan pengawasan norma kerja serta keselamatan dan 
kesehatan kerja untuk perlindungan kerja. 
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C.  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
1. Kedudukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 
2008, secara struktural kedudukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi adalah sebagai penyelenggara tugas pokok dan fungsi di 
bidang sosial, tenaga kerja dan ketransmigrasian di Kota Surakarta yang 
bertanggung jawab langsung kepada Walikota Surakarta. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Surakarta 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang sosial, tenaga kerja dan ketransmigrasian di tingkat Kota 
Surakarta. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi antara lain : 
a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 
c. Penyelenggaraan rehabilitasi dan bantuan sosial. 
d. Penyelenggaraan informasi, pelatihan dan penempatan tenaga kerja 
dalam dan luar negeri. 
e. Pembinaan pengusaha dan organisasi pekerja, penyelesaian 
perselisihan dan pengupahan pekerja. 
f. Pengawasan norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. 
g. Penyelenggaraan ketransmigrasian. 
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h. Penyelenggaran sosialisasi. 
i. Pembinaan jabatan fungsional. 
j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
 
D. STRUKTUR ORGANISASI 
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dipimpin oleh seorang kepala 
dinas. Sedangkan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat, yang terdiri dari : 
a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
b) Sub Bagian Keuangan 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Sosial, yang terdiri dari : 
a) Seksi Kesejahteraan Sosial 
b) Seksi Rehabilitasi Sosial 
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, yang terdiri dari : 
a) Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan 
Luar Negeri 
b) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja  
c) Seksi Ketransmigrasian 
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5. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, yang terdiri dari : 
a) Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja 
b) Seksi Penyelesaian Perselisihan 
c) Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 
6. Bidang Pengawasan, yang terdiri dari : 
a) Seksi Norma Kerja  
b) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Untuk lebih jelasnya tentang gambaran struktur Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kota Surakarta bisa dilihat dengan bagan 2.1 di bawah ini : 
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E. URAIAN TUGAS 
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, uraian tugas Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Dalam 
pelaksanaannya, kepala dinas membawahi : 
a. Sekretariat 
b. Bidang Sosial 
c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja  
d. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja 
e. Bidang Pengawasan 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 
Sekretariat membawahi : 
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a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
b. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Dinas. 
3. Bidang Sosial 
Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesejahteraan 
sosial dan rehabilitasi sosial. Bidang sosial membawahi : 
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a. Seksi Kesejahteraan Sosial 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang kesejahteraan sosial, meliputi : pengaturan, pelaksanaan dan 
pengawasan kegiatan dalam rangka pengembangan potensi sumber 
kesejahteraan sosial. 
b. Seksi Rehabilitasi Sosial 
Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang rehabilitasi sosial, meliputi : pengaturan, pelaksanaan dan 
pengawasan kegiatan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial. 
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja  
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas 
pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam 
negeri dan luar negeri, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan 
ketransmigrasian. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 
membawahi : 
a. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan 
Luar Negeri  
Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan 
Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
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perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, 
meliputi : penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 
dalam negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan pelayanan TKI. 
b. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja 
Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelatihan tenaga kerja, 
meliputi : pembinaan, penyuluhan, pemberian ijin dan pemantauan 
lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan Balai Latihan Kerja Luar 
Negeri (BLKLN) serta pengesahan sertifikat Lembaga Pelatihan Non 
Pemerintah yang menyelenggarakan ujian dan pelatihan produktivitas.  
c. Seksi Ketransmigrasian 
Seksi Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang transmigrasi, meliputi : perumusan kebijakan daerah dalam 
urusan penyelenggaraan transmigrasi, koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi program transmigrasi, pelaksanaan kegiatan forum 
komunikasi, informasi dan edukasi bidang ketransmigrasian. 
5. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja 
Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas 
pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja, 
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penyelesaian perselisihan dan perumusan pengupahan dan perumusan 
pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Bidang Hubungan Industrial dan 
Kesejahteraan Pekerja membawahi : 
a. Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja  
Seksi Bina Pengusaha dan Organisasi Pekerja mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja, 
meliputi : pembinaan hubungan industrial, penelitian dan pengesahan 
Peraturan Perusahaan (PP), penelitian dan pendaftaran Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB), penelitian dan pencatatan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, pembinaan dan pemantauan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) dna Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) dan mendata jumlah perusahaan serta penelitan dan 
pemberian ijin outsourcing, pembinaan Lembaga Kerja Bersama 
(LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja Bersama (LKS) Tripartit. 
b. Seksi Penyelesaian Perselisihan  
Seksi Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang penyelesaian perselisihan, meliputi : 
menampung masalah-masalah ketenagakerjaan, mengadakan 
koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pekerja, pengusaha, 
instansi terkait dan menjembatani penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial antara pekerja dengan perusahaan dan atau pemberi kerja. 
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c. Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 
Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan 
pekerja, meliputi : merumuskan pengupahan pekerja dan penyusun 
program peningkatan kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK). 
6. Bidang Pengawasan 
Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang norma 
kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja. Bidang pengawasan 
membawahi : 
a. Seksi Norma Kerja  
Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, meliputi : pembinaan, 
perlindungan dan pengawasan pelaksanaan peraturan norma kerja 
yang berlaku bagi perusahaan. 
b. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi : 
mengupayakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, 
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pemeriksaan kesehatan pekerja serta mengawasi pelaksanaan jaminan 
sosial.    
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional antara lain : 
a. Pranata komputer 
b. Arsiparis 
c. Pustakawan 
d. Pengawas ketenagakerjaan 
e. Instruktur Latihan Kerja 
f. Panera 
g. Analis Kepegawaian 
h. Pengantar kerja 
i. Perantara hubungan industrial 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana teknis dinas 
Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau teknis kegiatan penunjang. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Asuhan 
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Pamardi Yoga dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Wreda 
Darma Bakti.  
   
F. IDENTIFIKASI PEGAWAI 
Identifikasi pegawai merupakan gambaran mengenai keadaan personel 
yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta. Berikut ini disajikan identifikasi pegawai menurut 
kepangkatan/golongan dan jenjang pendidikan yang dimiliki.  
a. Identifikasi pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan 
Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan  
No. Golongan/Pangkat Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Golongan IV/c 
Golongan IV/b 
Golongan IV/a 
Golongan III/d 
Golongan III/c 
Golongan III/b 
Golongan III/a 
Golongan II/d 
Golongan II/c 
Golongan II/b 
Golongan II/a 
Honorer 
1 orang 
4 orang 
6 orang 
20 orang 
15 orang 
23 orang 
6 orang 
6 orang 
2 orang 
1 orang 
9 orang 
1 orang 
 Jumlah 94 orang 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsosnakertrans 
Kota Surakarta Februari 2009 
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Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta sebanyak 94 orang. 
Sebagian besar dari pegawai memiliki golongan/pangkat III/b yaitu 
sejumlah 23 orang atau 24,5 % dari keseluruhan jumlah pegawai. 
Sedangkan golongan/pangkat tertinggi yang dimiliki adalah IV/c dan 
golongan/pangkat terendah adalah pegawai honorer. 
b. Identifikasi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan 
Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
No. Jenjang Pendidikan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
S2 
S1 
Sarjana Muda 
D3 
D2 
D1 
SMA 
SMP 
SD 
6 orang 
42 orang 
3 orang 
4 orang 
- 
- 
35 orang  
2 orang 
2 orang 
 Jumlah  94 orang 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsosnakertrans 
Kota Surakarta Februari 2009 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah 
pegawai pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta 94 orang, sebagian besar dari pegawai memiliki tingkat 
pendidikan S1 yaitu sejumlah 42 orang atau 44,7 % dan SLTA yaitu 
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sejumlah 35 orang atau 37,2 % dari keseluruhan jumlah pegawai. 
Sedangkan jenjang pendidikan tertinggi adalah S2 yang hanya dimiliki 
oleh 6 orang pegawai dan jenjang pendidikan terendah (SD) hanya 
dimiliki oleh 2 orang. Dan dari semua pegawai pada Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta ini tidak ada yang berpendidikan 
D1 dan D2.  
 
G. KONDISI KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURAKARTA 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani pendaftaran 
pencari kerja yang mencari kartu angkatan kerja/kartu kuning (AK-1) untuk 
keperluan mencari pekerjaan. Dari kegiatan tersebut Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dapat memperoleh data untuk 
mengetahui jumlah pencari kerja yang terdapat di Kota Surakarta ini. Pada 
tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2009, jumlah pencari kerja yang 
terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
sebanyak 751 orang. Untuk penjelasan lebih detail mengenai jumlah pencari 
kerja dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini : 
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Tabel 2.3 
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan di Kota Surakarta  
sampai dengan Mei 2009 
SD SLTP SMA/SMK D1, D2, D3 S1, S2 
Bulan 
L P L P L P L P L P 
Jumlah 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
6 
4 
9 
1 
4 
2 
- 
5 
62 
42 
47 
56 
39 
23 
19 
33 
29 
33 
55 
12 
8 
12 
13 
19 
10 
14 
15 
15 
1 
8 
7 
26 
18 
32 
10 
14 
27 
36 
196 
105 
131 
151 
168 
Jumlah - - 22 12 246 137 100 73 60 119 751 
Tahun 
2008 
24 1 62 58 1.167 885 521 903 1.557 2.396 7.574 
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Juni 2009 
 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang 
terbesar pada 2009 sampai dengan bulan Mei terdapat pada pendidikan 
SMA/SMK dengan jumlah 383 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja 
terkecil terdapat pada tingkat pendidikan SLTP dengan 34 orang.  
Selain mendata jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dirinya, 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta juga melakukan 
penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja ini meliputi AKAL (Antar 
Kerja Antar Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar 
Kerja Antar Negara). Untuk penjelasan lebih detail mengenai penempatan 
tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini : 
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Tabel 2.4 
Penempatan Tenaga Kerja sampai dengan Mei 2009 
AKAL AKAD AKAN 
Bulan 
L P Jml L P Jml L P Jml 
Total 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
64 
126 
47 
66 
7 
59 
127 
59 
81 
3 
123 
253 
106 
147 
10 
1 
7 
- 
- 
- 
- 
25 
4 
- 
26 
1 
32 
4 
- 
26 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 
- 
- 
3 
- 
9 
- 
124 
288 
110 
156 
36 
Jumlah 310 329 639 8 55 63 3 9 12 714 
Tahun 
2008 
1079 863 1942 45 277 322 - 33 33 2297 
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Juni 2009 
 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Mei 2009, 
penempatan tenaga kerja terbanyak yaitu pada AKAL dengan jumlah 639 
orang. Sedangkan penempatan kerja terkecil yaitu pada AKAN dengan jumlah 
12 orang.  
Dari laporan realisasi di atas, jumlah pencari kerja yang masih besar 
sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran akan bertambah menuntut 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta untuk 
menentukan strategi mengatasi pengangguran salah satunya dengan bursa 
kerja.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bursa Kerja oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Surakarta memiliki jumlah pengangguran yang cukup besar. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang 
tersedia telah mengakibatkan angka pengangguran semakin besar. Ini 
kemudian diperparah dengan kurang tersebarnya informasi mengenai 
lowongan pekerjaan yang tersedia kepada pencari kerja, sehingga lowongan 
tersebut tidak terisi karena ketidaktahuan pencari kerja. Banyaknya lowongan 
yang tersedia serta penempatan tenaga kerja yang telah dilakukan dapat dilihat 
dari data antar kerja berikut ini : 
Tabel 3.1 
Data Antar Kerja Tahun 2007 s/d Mei 2009 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
Pencari Kerja Lowongan Penempatan  
Tahun 
L P L P L P 
2810 3171 1562 2444 608 981 
2007 
5981 4006 1589 
3331 4243 1720 2044 1124 1173 
2008 
7574 3764 2297 
419 332 746 769 318 396 2009 s/d 
Mei 751 1515 714 
Sumber : Dinsosnakertrans Kota Surakarta 2009 
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Dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota 
Surakarta maka berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 
Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta diselenggarakan bursa 
kerja yang diwujudkan melalui : 
1. Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan bursa kerja yang berada di 
lingkungan Satuan Pendidikan Menengah, di Satuan Pendidikan Tinggi 
dan di Lembaga Pelatihan Kerja. Tujuan Bursa Kerja Khusus (BKK) ini 
adalah memberikan informasi kepada pencari kerja yang berasal dari 
lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja pelaksana Bursa Kerja 
Khusus (BKK) mengenai lowongan pekerjaan yang ada. Sasaran yang 
ingin dicapai dari program ini adalah dapat menempatkan pencari kerja 
yang berasal dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerjanya 
pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi yang 
dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, Bursa Kerja Khusus (BKK) 
sepenuhnya dikelola oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan 
kerja yang menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus (BKK). Sedangkan 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta berperan 
sebagai pemberi ijin, pembina dan penerima laporan dari penyelenggara 
BKK. Hal ini seperti yang dikatakan Agus Alwanto selaku Kepala Bidang 
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja berikut ini : 
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“dalam BKK Dinas bertugas memberikan ijin kepada lembaga 
pendidikan untuk menyelenggarakan BKK, selain itu Dinas juga 
melakukan pembinaan dan menerima laporan dari mereka” 
(Wawancara 16 Juni 2009) 
  
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs. Rushardiyono 
selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri dan Luar Negeri sebagai berikut : 
”lembaga yang melaksanakan BKK itu sendiri yang memberikan 
info lowongan kerja bagi alumnusnya, jadi mereka yang cari 
lowongan sendiri dan nantinya mereka laporan ke 
Dinsosnakertrans. Jadi dinas bertugas sebagai mitra kerja, 
membina, memonitor dan menerima laporan dari penyelenggara 
BKK ” (Wawancara 16 Juni 2009) 
 
Dalam mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK), terdapat beberapa 
prosedur kegiatan berdasarkan mekanisme antar kerja yang harus 
dilakukan dan diikuti oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan 
kerja. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program 
ini adalah : 
a. Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Untuk mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK), lembaga 
pendidikan dan lembaga pelatihan kerja harus menyampaikan Surat 
Permohonan Persetujuan yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Selain itu, yang akan menjadi 
pengurus dari Bursa Kerja Khusus (BKK) harus memiliki sertifikat 
dari Disnaker Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja tersebut mampu untuk 
memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada kepada 
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alumnusnya. Berikut penuturan Bapak Drs. Rushardiyono selaku 
Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 
dan Luar Negeri: 
”untuk BKK kriterianya ya lembaga itu harus ijin ke 
Dinsosnakertrans dan pengurusnya itu harus punya sertifikat 
dari Disnaker Provinsi Jawa Tengah. Terus yang lainnya lagi 
lembaga itu harus bisa memberi informasi kepada para 
alumnusnya tentang informasi lowongan pekerjaan yang ada” 
(Wawancara 20 April 2009) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rosyid, selaku 
pengurus BKK Alfabank Surakarta berikut ini : 
”untuk mendirikan BKK harus ijin ke Disnaker Solo memakai 
surat permohonan, selain itu kami juga harus punya lowongan 
kerja dulu dan punya hubungan dulu dengan perusahaan-
perusahaan” (Wawancara 23 April 2009)  
 
Sebagai kelengkapan persyaratan dalam pendirian BKK, surat 
permohonan tersebut dilampiri dengan : 
- Organisasi dan nama pengelola BKK 
Nama BKK biasanya disamakan dengan nama lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK 
sedangkan organisasi BKK merupakan susunan pengurus yang 
bertugas mengurusi jalannya BKK di lingkungan lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK 
tersebut. Organisasi BKK sekurang-kurangnya terdiri dari : 
1) Pimpinan BKK  
2) Pengurus Pendaftaran dan Lowongan  
3) Pengurus Informasi Pasar Kerja dan Kunjungan Perusahaan   
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4) Pengurus Penyuluhan Bimbingan Jabatan  
5) Pengurus Analisis Jabatan  
6) Pengurus Tata Usaha / Administrasi BKK 
7) Pengurus Penempatan Tenaga Kerja  
 
Susunan organisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) dapat 
digambarkan dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut : 
Gambar 3.1 
Susunan Organisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus  
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- Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk 
melakukan kegiatan Antar Kerja 
- Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 tahun 
Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) adalah daftar perkiraan 
jumlah pencari kerja yang akan disalurkan oleh Bursa Kerja 
Khusus (BKK), yang dirinci menurut jenis jabatan untuk satu 
periode tertentu atau tahap yang direncanakan. 
- Copy surat ijin penelitian dan surat ijin operasional Satuan 
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi serta Lembaga 
Pelatihan Kerja dari instansi yang berwenang 
Selanjutnya oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Surakarta, Surat Permohonan Persetujuan tersebut diteliti dan 
disurvey apakah lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja itu 
sudah layak mendirikan BKK dan apakah sudah disiapkan pula 
petugas pengelola BKK tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh 
Bapak Drs. Rushardiyono sebagai berikut : 
”surat pengajuan permohonan tersebut terus disurvey, apa 
layak jadi BKK yang ada di wilayah lembaga itu dengan sudah 
disiapkan pula petugas-petugasnya, ya ada kepala BKK dan 
staff-staffnya” (Wawancara 20 April 2009) 
 
Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Persetujuan 
Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK). Surat persetujuan pendirian 
BKK tersebut berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali 
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untuk jangka waktu yang sama. Berikut ini daftar Bursa Kerja Khusus 
(BKK) yang mendapatkan ijin pendirian yang ada di Kota Surakarta : 
Tabel 3.2 
Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kota Surakarta Tahun 2009 
No. Nama BKK Alamat 
Habis Masa 
Berlaku 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
SMKN 5 Surakarta 
SMK Kasatriyan Ska 
BPLP Kasatriyan 
Magitra Utama 
SMK Cokroaminoto 2 
SMK Batik 2 
SMK Purnama 
El Rahma 
SMK Muh. 1 Ska  
SMK Cokroaminoto 1 
SMK TP 3 Ska 
SMK Murni 1 Ska 
BBLKI Ska 
SMKN 8 Surakarta 
Alfabank Surakarta 
Afista Husada Ska 
Cipta Karya Insani 
SMKN 3 Surakarta 
SMKN 1 Surakarta 
Solocom 
SMKN 6 Surakarta 
Jl. LU Adisucipto 42 
Pamardiputri Kraton 
Pamardiputri Kraton 
Jl. KH Samanhudi 148 
Jl. HOS Cokroaminoto 61 
Jl. Slamet Riyadi Kleco 
Jl. A. Yani Sumber Tapen 
Jl. A. Yani Kleco 
Jl. Kahayan I Joyotakan 
Jl. HOS Cokroaminoto 53 
Jl. Krakatau Utara 5 
Jl. Dr. Wahidin 33 
Jl. Bhayangkara 38 
Jl. Sangihe Kepatihan  
Jl. Slamet Riyadi 509 
Tunggulsari RT 6/16 
Jl. S. Parman 9  
Jl. Brigjen Sudiarto 34 
Jl. S. Kapuas 28 Lojiwetan 
Jl. Ir. Sutami 25 
Jl. LU Adisucipto 38 
8 Maret 2009 
8 Maret 2009 
8 Maret 2009 
19 Maret 2009 
22 Maret 2009 
1 Mei 2009 
17 September 2009 
25 Maret 2010 
25 Maret 2010 
25 Maret 2010 
1 Mei 2010 
1 Mei 2010 
1 Mei 2010 
1 Oktober 2010 
1 Oktober 2010 
1 April 2011 
28 Juli 2011 
28 Juli 2011 
11 September 2011 
11 September 2011 
17 Desember 2012 
Sumber : Dinsosnakertrans Kota Surakarta 2009 
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Apabila lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
sudah memiliki Surat Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus 
(BKK), maka lembaga tersebut dapat secara legal mengelola dan 
mengadakan BKK. Selain itu perusahaan itu dapat berhubungan dan 
bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan secara leluasa terkait 
dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja di antara kedua pihak. 
Demikian yang diungkapkan oleh Bapak Rosyid selaku pengurus 
BKK di LPK Alfabank Surakarta : 
”dengan adanya surat ijin itu, kami ke perusahaan itu dengan 
status legal, jadi kami mencari lowongan ke perusahaan itu 
enak, kalau ilegal tidak punya surat ijin dari Disnaker, kami 
juga tidak enak dengan perusahaan, perusahaan sendiri juga 
bisa berpikiran negatif dan tentunya tidak percaya dengan 
kami” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Bagi BKK yang telah mendapatkan Surat Persetujuan 
Pendirian dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
diharuskan memasang papan nama di depan kantor BKK yang 
bersangkutan sebagai identitas dan informasi kepada masyarakat 
bahwa lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja tersebut telah 
secara resmi menjadi BKK di Kota Surakarta. 
b. Pembinaan teknis operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Pembinaan teknis operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) ini 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta yang dilakukan oleh Petugas Pengantar Kerja. Pembinaan 
ini dilaksanakan setahun sekali. Pembinaan meliputi organisasi dan 
kelembagaan, pengembangan tenaga pelaksana BKK, teknik 
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operasional Antar Kerja, dll. Materi yang diberikan dalam pembinaan 
ini adalah mengenai aturan-aturan BKK, penempatan tenaga kerja, 
perlindungan tenaga kerja, hak dan kewajiban BKK, penyelesaian 
permasalahan mengenai tenaga kerja dan laporan kegiatan BKK. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Rushardiyono selaku Kepala 
Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan 
Luar Negeri sebagai berikut : 
”pembinaan ini dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans yang 
materinya mengenai aturan-aturan BKK yang harus dipatuhi, 
penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hak dan 
kewajiban, penyelesaian masalah dan upaya menghindari 
terjadinya masalah, dan harus ada laporan kegiatan BKK” 
(Wawancara 20 April 2009)  
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rosyid selaku 
pengurus BKK Alfabank Surakarta sebagai berikut : 
”ada binaan dari Disnaker, biasanya dilakukan setahun sekali 
materinya ya yang berkaitan dengan BKK ini” (Wawancara 23 
April 2009) 
 
Akan tetapi, oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan 
kerja penyelenggara BKK, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta kurang 
terstruktur dengan baik sehingga pembinaan ini dirasakan kurang 
optimal. Berikut penuturan Bapak Rosyid selaku pengurus BKK di 
LPK Alfabank Surakarta : 
”program binaan yang dilakukan oleh Disnaker itu sebenarnya 
kurang bagus agendanya mas, waktunya itu tidak jelas kapan 
dan kadang materinya pun juga, jadi saya rasa pembinaan ini 
kurang optimal” (Wawancara 23 April 2009) 
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Meskipun dirasakan kurang optimal, namun dengan adanya 
pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta kepada BKK, diharapkan BKK dapat 
berjalan dengan lancar dan tujuan dari dilaksanakannya BKK dapat 
tercapai. 
c. Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bursa Kerja 
Khusus (BKK) ini adalah pencari kerja yang berasal dari lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK dan 
perusahaan pencari tenaga kerja yang menyediakan lowongan 
pekerjaan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan BKK ini, kedua 
pihak inilah yang akan berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian 
dalam kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) ini meliputi 3 kegiatan, 
yaitu kegiatan pendaftaran lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja 
dan pelaksanaan BKK itu sendiri.  
1) Pendaftaran Lowongan Kerja 
Untuk memperoleh informasi mengenai lowongan kerja, 
lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara 
BKK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sehingga 
dengan adanya hubungan baik yang tercipta dan kepercayaan yang 
dibangun oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja, 
maka perusahaan tersebut dengan sendirinya yang mendaftarkan 
lowongan atau melapor kepada BKK bahwa mereka 
 lxxxvi 
membutuhkan tenaga kerja. Seperti yang dikatakan Bapak Rosyid 
selaku pengurus BKK di LPK Alfabank berikut ini :  
 ”perusahaan minta dikirimkan tenaga kerja oleh Alfabank, 
karena perusahaan sudah percaya pada kualitas lulusan 
anak didik Alfabank, jadi banyak perusahaan yang 
mengajukan lowongan pekerjaan yang dimiliki untuk diisi 
oleh Alfabank” (Wawancara 23 April 2009)   
 
Disamping itu juga diperoleh dari kegiatan ekstern yang dilakukan 
oleh karyawan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
dengan mendatangi perusahaan-perusahaan untuk menawarkan 
persediaan tenaga kerja yang ada dan mencari informasi lowongan 
kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rosyid selaku 
pengurus BKK Alfabank Surakarta berikut ini : 
”Alfabank datang ke perusahaan-perusahaan itu untuk 
menawarkan persediaan tenaga kerja yang kami miliki 
dengan cara Alfabank mengirimkan company profil ke 
perusahaan” (Wawancara 23 April 2009) 
  
Selanjutnya untuk menjaga agar tetap terjalin hubungan 
dengan perusahaan yang sudah menyetujui memberikan lowongan 
pekerjaannya untuk diisi oleh tenaga kerja dari BKK tersebut, 
maka BKK terus melakukan monitoring dan interaksi dengan 
perusahaan tersebut. Berikut penuturan Bapak Rosyid selaku 
pengurus BKK di LPK Alfabank Surakarta : 
”perusahaan itu kami monitoring, biasanya lewat telepon, 
karena itu yang mudah dan semua perusahaan punya, biar 
perusahaan itu tidak lepas dan ada hubungan yang 
selanjutnya tentang apapun nantinya” (Wawancara 23 
April 2009) 
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Dengan diperolehnya lowongan pekerjaan yang disediakan oleh 
perusahaan, maka BKK dapat menyalurkan anggotanya untuk 
ditempatkan di lowongan tersebut.  
2) Pendaftaran tenaga kerja 
Pendaftaran pencari kerja disini merupakan masyarakat 
yang belum bekerja dan membutuhkan layanan dari lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja akan penempatan kerja 
dengan menjadi anak didik dari lembaga pendidikan atau lembaga 
pelatihan kerja penyelenggara BKK. Sehingga pencari kerja yang 
diperbolehkan ikut serta dalam BKK ini berasal dari lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK itu 
sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Rushardiyono 
selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja 
Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut ini : 
”iya, jadi pencari kerja yang ikut dalam BKK itu ya 
anggotanya dari lembaga penyelenggara BKK itu sendiri, 
tidak boleh dari luar” (Wawancara 24 Maret 2009) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rosyid selaku 
pengurus BKK di LPK Alfabank Surakarta berikut : 
”yang kami ikutkan dalam BKK ini harus jadi anggota dari 
BKK Alfabank dulu, syaratnya mudah kok mas yaitu 
dengan ikut program 1 tahun atau program 1 bulan di 
Alfabank, dia sudah terdaftar menjadi anggota BKK 
Alfabank” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggotanya, 
lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara 
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BKK memberikan bimbingan kepada pencari kerja lulusannya 
untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai dengan 
kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri. 
Dengan adanya bimbingan tersebut diharapkan tenaga kerja 
tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai 
dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan penyedia kerja. Seperti 
yang dikatakan oleh Bapak Rosyid selaku pengurus BKK di LPK 
Alfabank Surakarta berikut ini : 
”ada bimbingan terlebih dahulu kepada tenaga kerja, kalau 
dalam ISO kami menyebutnya pembekalan terhadap calon 
karyawan, yang dilakukan oleh pihak Alfabank sendiri” 
(Wawancara 23 April 2009) 
 
3) Pelaksanaan BKK 
Dalam tahap pelaksanaan ini, format dari BKK oleh Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diserahkan kepada 
penyelenggara BKK itu sendiri. Jadi pelaksanaan BKK ini sifatnya 
fleksibel tergantung dari penyelenggara BKK dan perusahaan 
yang menyediakan lowongan pekerjaan. Perusahaan pemberi kerja 
dapat menentukan apakah BKK hanya menyediakan tenaga kerja 
sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh mereka, sehingga 
perusahaan yang akan menyeleksi. Atau pihak BKK yang 
melakukan seleksi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rosyid selaku pengurus 
BKK Alfabank Surakarta berikut : 
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”format pelaksanaan BKK fleksibel, tergantung dari 
perusahaan itu mintanya gimana, apa kami hanya 
mengumpulkan tenaga kerja seperti keinginan mereka 
terus mereka yang menyeleksi sendiri, atau kami yang 
menyeleksi  jadi nanti perusahaan sudah terima jadi, tapi 
biasanya perusahaan yang ngetes sendiri, kami hanya 
mengumpulkan tenaga kerja saja” (Wawancara 23 April 
2009)   
 
Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu 
Anita selaku pegawai PT Roti Kecil berikut : 
”kami pernah kerjasama dengan BKK untuk mengisi 
lowongan di sini, mereka kirim tenaga kerja sesuai yang 
kami minta dan kami sendiri yang mengetes mereka” 
(Wawancara 29 April 2009) 
 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ahmad salah satu 
pelajar SMK di Kota Surakarta berikut ini : 
”saya dulu pernah dites lewat BKK untuk menjadi 
karyawan di PT Showa di Jakarta” (Wawancara 24 April 
2009)  
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hakim, seorang 
pencari kerja asal Sukoharjo berikut : 
”saya pernah ikut tes lewat BKK, itu yang ngadain SMK 
saya dulu, waktu itu saya ikut untuk cari pengalaman saja, 
tapi ya tidak lolos juga akhirnya, tapi tidak apa-apa saya 
tidak kecewa dan kalo ada lagi saya akan coba lagi” 
(Wawancara 24 April 2009) 
 
Dalam pelaksanaan BKK ini, lembaga pendidikan atau 
lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK tidak memungut 
biaya apapun baik kepada pencari kerja maupun kepada 
perusahaan pemberi kerja. Seperti yang diungkapkan Bapak 
Rosyid selaku pengurus BKK Alfabank Surakarta berikut : 
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”disini semua gratis tidak dipungut biaya apapun, yang 
penting bagi kami adalah sudah membantu lulusan kami 
dapat kerjaan itu sudah merupakan kebanggaan, kami 
merasa berguna, bagi perusahaan juga tidak dipungut 
biaya” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Doni, anggota BKK di 
LPK di Solo berikut ini : 
”seleksinya tidak bayar mas, jadi dengan daftar di BKK itu 
sudah menghemat biaya transportasi dan akomodasi 
daripada keliling cari kerjaan sendiri” (Wawancara 24 
April 2009) 
 
Di BKK Alfabank Surakarta, pelaksanaan BKK belum 
bisa menggunakan format job market fair dengan mengundang 
perusahaan untuk pameran dalam bursa kerja dikarenakan jumlah 
personil BKK yang masih kurang. Berikut penuturan Bapak 
Rosyid selaku pengurus BKK Alfabank Surakarta : 
”kami belum punya format BKK yang seperti JMF di 
Graha Wisata itu, karena personil kami masih kurang 
untuk itu, tapi kami ke depannya ingin membuat format 
BKK seperti JMF itu” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Setelah dilakukan penempatan tenaga kerja sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan, lembaga pendidikan atau lembaga 
pelatihan kerja penyelenggara BKK tetap selalu melakukan kontak 
dengan perusahaan yang sudah menerima tenaga kerja dari 
mereka. Hal ini dilakukan untuk monitoring kinerja lulusan yang 
telah mereka tempatkan. Seperti yang dikatakan Bapak Rosyid 
selaku pengurus BKK Alfabank berikut ini : 
”ada monitoring alumni yang kami lakukan, misalnya 
kami sudah kirim si A ke perusahaan A, kami pantau 
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gimana pretasi kerjanya dia, apakah sudah baik atau ada 
yang kurang” (Wawancara 23 April 2009)  
 
d. Pelaporan Kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK)  
Segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau 
lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus 
(BKK) setiap bulan, tiga bulan dan tahunan harus dilaporkan kepada 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. 
Dinsosnakertrans melakukan pemantauan secara  Seperti yang 
dikemukakan oleh Bapak Drs. Rushardiyono berikut ini : 
”BKK harus memberikan laporannya setiap bulan, dan kalau 
tidak ada laporan tiap bulannya, ya harus lapor dalam jangka 3 
bulan, selama itu kami monitor terus, jadi diharapkan tidak ada 
BKK yang tidak melapor” (Wawancara 20 April 2009) 
  
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rosyid selaku 
pengurus BKK Alfabank Surakarta berikut : 
”kami setiap bulannya laporan ke Disnaker mengenai kondisi 
BKK kami” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Bentuk pelaporan ini berupa formulir laporan kegiatan antar 
kerja BKK yang berisikan tentang : 
1) Jumlah pencari kerja yang terdaftar bulan ini 
2) Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan akhir bulan ini 
3) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan bulan ini 
4) Jumlah pencari kerja yang dihapus 
5) Jumlah lowongan yang terdaftar bulan ini 
6) Jumlah lowongan yang belum dipenuhi bulan ini 
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7) Jumlah lowongan yang dihapus 
Laporan kegiatan antar kerja BKK ini kemudian oleh Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa 
Tengah.  
Bagi pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) yang tidak 
memberikan laporan dan atau tidak melakukan kegiatan selama 6 
bulan berturut-turut akan dilakukan evaluasi dan pembinaan. Dan 
apabila setelah diadakan evaluasi dan pembinaan, pengelola Bursa 
Kerja Khusus (BKK) yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan 
selama 12 bulan berturut-turut dan diperkuat dengan tidak adanya 
laporan maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta berhak mencabut Surat Persetujuan Pendirian BKK yang 
dimiliki oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja yang 
bersangkutan. 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Bursa Kerja Khusus 
(BKK) memiliki banyak keunggulan, sehingga dengan adanya 
keunggulan-keunggulan ini, banyak manfaat yang dirasakan oleh berbagai 
pihak yang terlibat dalam BKK ini. Adapun keunggulan dari BKK adalah 
sebagai berikut : 
- Bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dengan diselenggarakannya Bursa Kerja Khusus (BKK) oleh lembaga 
pendidikan atau lembaga pelatihan kerja, berarti Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta memiliki mitra kerja untuk 
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membantu Dinsosnakertrans dalam upaya mengurangi angka 
pengangguran di Kota Surakarta. Seperti yang dikemukakan oleh 
Bapak Drs. Rushardiyono selaku Kepala Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut : 
”dengan adanya BKK Dinsosnakertrans memiliki mitra kerja 
dalam hal ini kaitannya untuk penempatan tenaga kerja untuk 
mengurangi pengangguran” (Wawancara 20 April 2009) 
 
- Bagi lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
Dengan menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus (BKK), akan dapat 
mengangkat citra lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
penyelenggara BKK tersebut sehingga peserta didik menjadi lebih 
termotivasi untuk menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Hal ini 
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rosyid selaku pengurus 
BKK Alfabank berikut ini : 
”keunggulan BKK dipandang dari lembaga pendidikan yaitu 
akan mengangkat citra lembaga Alfabank sehingga peserta 
didik dapat lebih termotivasi untuk belajar disini” (Wawancara 
29 April 2009) 
 
- Bagi pencari kerja  
Dengan diselenggarakannya BKK oleh lembaga pendidikan atau 
lembaga pelatihan kerja, pencari kerja yang sudah menjadi anggota 
BKK merasa mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi 
lowongan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya. Selain itu pencari 
kerja dapat menghemat biaya dalam mendapatkan pekerjaan karena 
BKK tidak memungut biaya apapun. Seperti yang dikatakan Doni, 
anggota BKK di LPK di Solo berikut ini : 
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”seleksinya tidak bayar mas, jadi dengan daftar di BKK itu 
sudah menghemat biaya transportasi dan akomodasi daripada 
keliling cari kerjaan sendiri” (Wawancara 24 April 2009) 
   
- Bagi perusahaan pemberi kerja 
Melalui BKK, perusahaan dengan mudah mencari dan mendapatkan 
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka karena 
lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja telah menyiapkan 
calon tenaga kerja untuk diseleksi sesuai dengan permintaan dan 
kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan pemberi kerja. seperti 
yang dikatakan Ibu Anita selaku pegawai PT Roti Kecil berikut ini : 
”keunggulan BKK dari perusahaan, kami mendapatkan calon 
tenaga kerja sesuai dengan yang kami inginkan karena BKK 
sudah menyiapkannya” (Wawancara 29 April 2009) 
 
Dengan demikian Bursa Kerja Khusus (BKK) tidak hanya 
memberikan manfaat bagi pencari kerja dan penyedia kerja, akan tetapi 
juga pada lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
penyelenggara BKK, karena dengan adanya kegiatan ini, lembaga tersebut 
dapat meningkatkan pamor dan kualitasnya, karena telah berhasil 
menempatkan pencari kerja yang berasal dari lembaga itu  sehingga 
diharapkan semua lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
mempunyai BKK, seperti yang dijelaskan Bapak Drs. Rushardiyono, 
selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri dan Luar Negeri berikut : 
”BKK diharapkan semua lembaga pendidikan dan LPK punya, 
karena kaitannya untuk ISO, tapi tetap ada yang belum karena 
mereka tidak punya petugas yang punya sertifikat, minimal ada 1 
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petugas yang harus punya sertifikat pelaksana BKK ” (Wawancara 
24 Maret 2009) 
 
Kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) dapat berjalan dengan lancar 
dan sukses apabila ada kerjasama dan kolaborasi yang baik antara 
lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK, 
perusahaan penyedia kerja, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta sebagai pemandu dalam Bursa Kerja Khusus 
(BKK).    
 
2. Bursa Kerja Umum (BKU) 
Bursa Kerja Umum (BKU) yang biasanya lebih dikenal dengan 
Job Market Fair (JMF) merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan yang 
diadakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai upaya 
nyata untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Surakarta 
ini. Bursa Kerja Umum (BKU) merupakan bursa kerja yang 
diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta bekerja sama dengan perusahaan penyedia kerja dengan 
mempertemukan secara langsung antara perusahaan penyedia kerja 
dengan pencari kerja di tempat tertentu pada waktu yang telah ditentukan. 
Disini pencari kerja dapat berinteraksi secara langsung dengan perusahaan 
penyedia kerja sehingga informasi mengenai profil perusahaan dan 
informasi tentang kebutuhan lowongan kerja yang tersedia dapat langsung 
diperoleh oleh pencari kerja. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh 
Bapak Drs. Rushardiyono berikut ini : 
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” job market fair itu prinsipnya penyampaian informasi pasar kerja 
di dalamnya ada lowongan pekerjaan yang dicari oleh pencari 
kerja baik yang ada di Solo maupun yang di luar Solo dengan 
menampilkan beberapa perusahaan dengan bidangnya masing-
masing plus profil-profilnya yang berupa jenis kegiatan dan jebis 
perusahaan itu” (Wawancara 24 Maret 2009) 
   
Tujuan Bursa Kerja Umum (BKU) ini adalah memberikan 
informasi kepada pencari kerja (penganggur, setengah penganggur 
maupun yang sudah bekerja) mengenai lowongan pekerjaan yang ada. 
Sasaran dari BKU adalah sebagai berikut : 
1. Penganggur yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja untuk 
mencari kerja. 
2. Membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai 
kebutuhan jabatan. 
3. Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan 
tenaga kerja. 
4. Merupakan ajang pameran bagi perusahaan. 
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu 
dilakukan agar Bursa Kerja Umum (BKU) ini dapat berjalan dengan 
lancar. Tahapan kegiatan tersebut antara lain : 
a. Perencanaan Bursa Kerja Umum (BKU) 
Penyusunan rencana Bursa Kerja Umum (BKU) biasanya 
dilakukan 4 bulan sebelum pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan 
Bapak Drs. Rushardiyono selaku Kepala Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut ini : 
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”kalo soal perencanaan, biasanya ya mas, kami sudah 
rencanakan sekitar 4 bulan sebelum pelaksanaan JMF, 
misalnya tahun ini kami rencanakan bulan Juli, sudah sejak 
bulan kemarin kami sudah rencakan” (Wawancara 20 April 
2009) 
 
Dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan untuk 
kegiatan Bursa Kerja Umum (BKU) antara lain adalah waktu 
penentuan pelaksanaan BKU, tempat pelaksanaan, serta alokasi biaya 
yang didapat dari APBD Kota Surakarta. Seperti yang dikemukakan 
oleh Bapak Drs. Rushardiyono berikut ini : 
”perencanaan itu yang dibahas ya penentuan tanggal 
pelaksanaan JMF, tempatnya dan alokasi biayanya yang 
didapat dari APBD Surakarta” (Wawancara 10 Februari 2009)  
 
Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan Bursa Kerja 
Umum (BKU) atau Job Market Fair (JMF) dapat berjalan dengan 
lancar dan tujuan serta target dari pelaksanaan BKU ini dapat tercapai.    
b. Penginformasian dan Penyeleksian Perusahaan Peserta Bursa 
Kerja Umum (BKU) 
Untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang akan disajikan 
dalam pelaksanaan Bursa Kerja Umum (BKU), maka Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta menginformasikan 
kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surakarta maupun 
yang ada di luar Kota Surakarta yang berskala nasional yang 
membutuhkan tenaga kerja untuk mengikuti kegiatan Bursa Kerja 
Umum (BKU) ini. Penginformasian dilakukan melalui media cetak 
dan media elektronik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 
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Bapak Drs. Rushardiyono selaku Kepala Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut ini : 
”informasi BKU disampaikan lewat media cetak dan media 
elektronik bila perlu yang ditujukan kepada perusahaan yang 
ada di Solo dan perusahaan berskala nasional di luar Solo” 
(Wawancara 20 April 2009) 
  
Disamping itu perusahaan penyedia lowongan kerja juga diperoleh 
dari kegiatan ekstern yang dilakukan oleh petugas Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri dengan 
mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mencari lowongan kerja. 
Berikut penuturan Bapak Drs. Rushardiyono, selaku Kepala Seksi 
Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar 
Negeri : 
”kami juga menugaskan pegawai kami untuk mencari 
informasi lowongan dengan mendatangi perusahaan-
perusahaan di lingkup Kota Surakarta” (Wawancara 20 April 
2009) 
 
Syarat bagi perusahaan yang akan mendaftarkan lowongan 
pekerjaannya untuk ikut dalam Bursa Kerja Umum (BKU) yang utama 
adalah harus jelas legalitasnya / memiliki ijin pendirian usaha, 
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rushardiyono 
sebagai berikut : 
”bagi perusahaan yang akan mendaftarkan untuk ikut JMF 
yang pertama harus jelas legalitasnya. Mereka harus memiliki 
surat ijin usaha” (Wawancara 20 April 2009) 
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Berikut yang disampaikan oleh Ibu Anita, pegawai PT Roti 
Kecil berikut ini : 
”prosedur untuk ikut mendaftar dalam bursa kerja sangat 
mudah, asal ada ijin usaha resmi dari pemerintah” 
(Wawancara 29 April 2009) 
 
Bagi perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaan 
dapat dengan mengisi surat edaran dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi atau dengan mengisi formulir WLL 1, yaitu formulir 
pengisian wajib lowongan bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga 
kerja. Di dalamnya tercakup antara lain : spesifikasi jabatan yang 
dibutuhkan, pendidikan baik formal maupun informal, kriteria usia, 
atau kriteria khusus yang dimiliki dan lain-lain.  
Setelah itu, perusahaan yang telah mendaftarkan lowongannya 
untuk ikut serta dalam Bursa Kerja Umum (BKU) / Job Market Fair 
(JMF) diseleksi. Perusahaan yang memiliki lowongan yang baik dan 
diminati yang lolos seleksi. Berikut penuturan Bapak Drs. 
Rushardiyono :    
”perusahaan yang punya lowongan yang cukup baik dan 
diminati yang kami pilih untuk ikut JMF, jadi semakin banyak 
lowongannya dan diminati ya semakin bagus” (Wawancara 20 
April 2009) 
 
Perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaan untuk ikut dalam 
Bursa Kerja Umum (BKU) / Job Market Fair (JMF) ini meliputi 
perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surakarta maupun yang ada 
di luar Kota Surakarta yang berskala nasional serta Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Berikut 
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disajikan data perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam Job 
Market Fair (JMF) Tahun 2008 : 
Tabel 3.3 
Perusahaan Peserta Job Market Fair (JMF) 2008 
No. Nama perusahaan 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
PT Surya Mandiri & Apindo 
PT GE. Money Indonesia 
PT Asuransi AIA 
LKS Alfa Dinar 
Indoantik  
Ambasador 
BPR Central Internasional 
PT Tiga Pilar Sejahtera 
Bringin Life 
PT Asuransi Jiwa Sraya 
PT Etrading Securities 
PT Hannindo Inti Prada 
PT C.I.C Futures 
PPTKIS Sarana Insan Mandiri 
LPT Citra Indonesia 
PT Megahtama 
PT Pharos Indonesia 
Dan Liris 
PT Summit Oto Finance 
PT Mitra Muda Reksa Mandiri 
PT Pandu Dana Utama 
PPTKIS Bina Mandiri 
PT Takaful Indonesia 
PT Bank Executive 
Asuransi Jiwa Bumi Asih 
 ci 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
PT ANJ Finance 
PT United Vision (dealer KYMCO) 
PPTKIS El Karim + PT Sintesis Prima 
Inlastek 
Syariah Bumi Putera 
IPMI & Dian Farmasia 
Hailai 
PT Roti Kecil 
PT Siantar Top Multifinance 
PT Swastama & Presstama 
PT Global Mandiri 
Dealer Kawasaki 
Gaya Teknik 
PT Pan Brothers 
PT Intrias Mandiri Sejati (IMS) Semarang 
PT Gatra Mega Berjangka 
PT Nusantara Sakti 
PT Indosat  
Sumber : Dinsosnakertrans Kota Surakarta 2009 
 
Dari semua perusahaan yang telah mengajukan lowongannya 
dan lulus seleksi, baik perusahaan yang berada di Kota Surakarta dan 
di luar Kota Surakarta nantinya akan dikumpulkan dan dilakukan 
Technical Meeting (TM) sebagai persiapan untuk melaksanakan BKU. 
Dalam Technical Meeting tersebut, perusahaan-perusahaan yang 
sudah mendaftar diundi untuk menentukan nomor urut stand dalam 
Job Market Fair (JMF) tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 
Drs. Rushardiyono, selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan 
Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut : 
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”jadi sebelum pelaksanaan kan ada TM dulu, pas TM itu 
semua perusahaan dikumpulkan dan ada pembagian stand 
yang diundi, jadi tidak menurut jenis perusahaan, karena kalau 
nanti diatur menurut jenisnya, bisa ada kecemburuan dengan 
samping-sampingnya” (Wawancara 23 April 2009) 
 
c. Pelaksanaan Bursa Kerja Umum (BKU) 
Bursa Kerja Umum dilaksanakan dalam bentuk pameran bursa 
lowongan kerja atau Job Market Fair (JMF). Dalam pameran tersebut, 
disediakan stand untuk setiap perusahaan yang ikut serta dalam JMF. 
Setiap perusahaan di dalam stand menampilkan profil perusahaannya 
dan lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. 
Selain itu disana juga ada petugas dari pihak perusahaan yang bertugas 
menerima berkas lamaran dari pencari kerja yang melamar ke 
perusahaannya. Pencari kerja yang sudah mengisi blangko pendaftaran 
yang disediakan oleh panitia dapat langsung menuju ke stand masing-
masing perusahaan untuk memasukkan lamaran. Seperti yang 
disampaikan saudara Abdul, pencari kerja asal Sukoharjo berikut : 
”saya tau pengumuman lowongan pekerjaan di stand dan saya 
masukkan lamaran ya di stand itu juga, waktu itu saya 
masukin lamaran ke Indosat dan Roti Kecil” (Wawancara 24 
April 2009) 
 
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Nurmawan, 
seorang pencari kerja asal Kartasura berikut ini : 
”aku dulu tau ada lowongan kerja di stand-stand pameran itu, 
terus aku masukkan lamaran kerja ya di stand itu juga, waktu 
itu aku daftar di Indosat” (Wawancara 25 April 2009) 
 
Selain memasukkan lamaran melalui standnya, perusahaan 
juga membuka kesempatan bagi pencari kerja yang masih kurang 
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berkasnya untuk memasukkan lamaran ke perusahaan langsung. 
Seperti yang disampaikan oleh Tri, seorang pencari kerja asal Pajang : 
”saya waktu itu tidak masukin lamaran di stand, karena 
kebetulan waktu itu saya belum bawa surat lamaran, jadi 
terpaksa saya masukin lamaran ke perusahaannya, kebetulan 
perusahaan itu masih terima surat lamaran di kantornya, waktu 
itu saya daftar di Indosat” (Wawancara 25 April 2009)  
 
Pelaksanaan Job Market Fair (JMF) pada tahun 2008 
diselenggarakan di Graha Wisata Niaga sebanyak 2 kali yaitu pada 24-
25 Juni dan 18-19 November 2008. Sedangkan pada tahun 2009 JMF 
direncanakan akan kembali digelar hanya 1 kali saja yaitu pada bulan 
Juli 2009. Pada JMF 18-19 November 2008, dilaporkan ada sekitar 43 
perusahaan yang ikut serta dengan jumlah lowongan kurang lebih 
2500 lowongan pekerjaan. Sedangkan jumlah pengunjung yang datang 
ke JMF itu diperkirakan lebih dari 4000 orang.  
Bursa Kerja Umum (BKU) ini dibiayai oleh APBD Kota 
Surakarta sehingga dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya 
apapun kepada pencari kerja maupun kepada perusahaan penyedia 
lowongan kerja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak 
Drs. Rushardiyono, selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan 
Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut : 
”JMF ini tidak dipungut biaya alias gratis, baik kepada pencari 
kerja yang datang ke JMF maupun perusahaan yang ikut ambil 
bagian dalam JMF karena semuanya sudah didanai oleh APBD 
Kota Surakarta” (Wawancara 20 April 2009) 
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Pelaksanaan Job Market Fair (JMF) seperti ini oleh 
masyarakat sudah dinilai sebagai usaha yang bagus untuk mengurangi 
angka pengangguran di Kota Surakarta ini. Namun masih ada 
beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki terutama pada masalah 
teknis pelaksanaan JMF ini. Seperti yang disampaikan oleh saudara 
Abdul, pencari kerja asal Sukoharjo berikut ini : 
”bursa kerja itu sudah baik, tapi menurutku kurang rapi, kalau 
bisa pengunjungnya dibatasi, jadi nggak uyuk-uyukan kaya 
gitu, terus perusahaannya juga yang benar-benar butuh 
karyawan” (Wawancara 24 April 2009) 
 
Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh saudara 
Nurmawan, seorang pencari kerja asal Kartasura berikut : 
”bursa kerja belum sempurna, kebanyakan lowongan yang 
dibuka tidak bonafit dan cenderung dari perusahaan yang gak 
jelas, harusnya penyelenggara lebih selektif pada perusahaan 
yang mau buka, biar pencari kerja tidak kecewa” (Wawancara 
25 April 2009) 
 
Pendapat berbeda disampaikan oleh saudara Tri, pencari kerja 
asal Pajang berikut ini : 
”menurut saya sih sudah bagus, yang masih kurang itu tidak 
adanya petunjuk mengenai cara-cara dari mulai daftar sampai 
masukin lamaran, untuk pengunjung yang pertama kali datang 
ke bursa kerja itu seperti saya dulu jadi bingung waktu disana” 
(Wawancara 25 April 2009)   
 
Dengan masih adanya kekurangan-kekurangan yang ada maka 
diperlukan kerja keras dari pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta untuk membuat pelaksanaan JobMarket 
Fair (JMF) ini menjadi lebih baik sehingga dengan adanya kegiatan 
 cv 
ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang dapat mengurangi 
angka pengangguran di Kota Surakarta ini.  
d. Laporan Perusahaan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bursa Kerja 
Umum (BKU)   
Setiap perusahaan yang ikut serta dalam Bursa Kerja Umum 
(BKU) / Job Market Fair (JMF) dalam jangka waktu 1 bulan 
diwajibkan sudah memberikan laporan awal mengenai kegiatan yang 
dilakukan selama pelaksanaan JMF dan jumlah lowongan yang telah 
diisi. Untuk jumlah lowongan yang telah diisi, Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja danTransmigrasi Kota Surakarta memberikan toleransi waktu 
sampai proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut selesai. 
Berikut penuturan Bapak Drs. Rushardiyono, selaku Kepala Seksi 
Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar 
Negeri : 
”untuk laporan awal jangka waktunya 1 bulan, untuk proses 
penempatannya, nanti tambah lagi waktunya berdasarkan 
seleksi yang dilakukan oleh perusahaan itu” (Wawancara 23 
April 2009)  
 
Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Ibu Anita selaku 
pegawai PT Roti Kecil berikut ini : 
”satu bulan setelah pelaksanaan bursa kerja itu kami laporan 
kepada Disnaker” (Wawancara 29 April 2009) 
 
Dalam masa pelaporan tersebut, pihak Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta tetap melakukan kontak 
dengan perusahaan sehingga setiap perusahaan tetap terpantau 
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kegiatannya sesudah dilaksanakan Bursa Kerja Umum (BKU) itu 
sehingga tidak ada perusahaan yang tidak memberikan laporan 
kegiatannya selama JMF berlangsung. Seperti yang dikatakan Bapak 
Drs. Rushardiyono, selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan 
Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut : 
”masa pelaporan tetap kami kontak terus, jadi tidak mungkin 
perusahaan itu tidak lapor kepada kami” (Wawancara 23 April 
2009) 
 
Dari uraian di atas, kegiatan Bursa Kerja Umum (BKU) yang 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta sudah baik dan berhasil, terbukti dari apresiasi masyarakat yang 
tinggi untuk ikut serta dalam bursa kerja ini. Selain itu, keunggulan yang 
dimiliki BKU dapat dirasakan baik oleh pencari kerja, perusahaan pemberi 
kerja maupun Dinsosnakertrans Kota Surakarta. Adapun keunggulan BKU 
adalah sebagai berikut : 
- Bagi pencari kerja 
Bagi pencari kerja, Bursa Kerja Umum (BKU) memberikan 
kemudahan bagi mereka baik untuk memperoleh informasi mengenai 
lowongan pekerjaan sesuai dengan minat dan kualifikasi yang 
dimilikinya maupun dalam proses memasukkan lamaran pekerjaan 
mereka. Selain itu, BKU juga gratis sehingga pencari kerja tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi lowongan 
pekerjaan yang mereka inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Tri, 
seorang pencari kerja asal Pajang berikut : 
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”keunggulannya ya tersedia bermacam-macam dan banyak 
lowongan sehingga banyak pilihan, terus penyaluran atau 
pemasukan lamaran ke perusahaan lebih mudah gak perlu 
datang langsung ke perusahaannya” (Wawancara 29 April 
2009) 
 
- Bagi perusahaan penyedia kerja 
Dengan diadakannya Bursa Kerja Umum (BKU) perusahaan penyedia 
kerja mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya sekaligus 
sebagai ajang pameran bagi perusahaannya, sehingga dalam 
perekrutan karyawan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif, 
seperti yang dikatakan oleh Ibu Anita pegawai PT Roti Kecil ini : 
”Keunggulan JMF itu buat kami adalah kami bisa 
mendapatkan tenaga kerja secara lebih efektif dan efisien 
sekaligus kami bisa menampilkan profil perusahaan kami pada 
masyarakat” (Wawancara 29 April 2009) 
 
- Bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dengan diadakannya Bursa Kerja Umum (BKU), pemerintah dapat 
melakukan pendataan potensi jumlah kesempatan kerja yang tersedia 
dan gambaran profil nyata pencari kerja, sebagai masukan bagi 
pemerintah melalui Dinsosnakertrans dalam menetapkan kebijakan di 
bidang ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh 
Bapak Drs. Rushardiyono berikut ini : 
”dengan bursa kerja kami dapat melakukan pendataan potensi 
jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan gambaran profil 
nyata pencari kerja sebagai masukan dalam menetapkan 
kebijakan di bidang ketenagakerjaan” (Wawancara 10 Februari 
2009) 
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Akan tetapi, dari pelaksanaan Bursa Kerja Umum (BKU) tersebut 
masih ditemui berbagai kekurangan terbukti dari adanya pencari kerja 
yang kurang puas dengan pelaksanaan BKU tersebut. Untuk itu diperlukan 
kerja keras dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta dan kerjasama dari semua pihak terkait untuk membuat Bursa 
Kerja Umum (BKU) ini menjadi lebih baik.   
 
3. Bursa Kerja Online (BKO) 
Bursa Kerja Online (BKO) merupakan bursa kerja yang 
disediakan melalui layanan online melalui fasilitas internet. Dalam BKO 
ini memuat tentang lowongan pekerjaan yang tersedia baik di dalam kota 
maupun di luar kota bahkan luar negeri. Bursa Kerja Online (BKO) juga 
sebagai layanan satu atap untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 
berasal dari Propinsi Jawa Tengah, sehingga akan membantu calon TKI 
untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya jika mereka ingin ke 
luar negeri untuk bekerja. Bursa Kerja Online (BKO) ini merupakan 
langkah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
untuk memberikan layanan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang 
tersedia secara cepat dan mudah diakses oleh siapapun , kapanpun dan 
dimanapun pencari kerja berada. Bursa Kerja Online (BKO) ini 
diwujudkan dalam bentuk website dengan alamat 
www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id. 
 cix 
Dalam Bursa Kerja Online, menampilkan informasi lowongan 
pekerjaan secara mudah merupakan inti dari situs ini, jadi tidak salah jika 
informasi mengenai lowongan pekerjaan terbaru ditempatkan di halaman 
depan saat pertama kali situs www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id ini 
dibuka. Informasi lowongan pekerjaan ini diperbarui setiap hari, akan 
tetapi itu juga tergantung dari ada tidaknya lowongan pekerjaan yang 
didaftarkan perusahaan melalui Dinsosnakertrans Kota Surakarta. Seperti 
yang dikemukakan oleh Ibu Ida selaku pegawai Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut ini :  
”tiap hari situs BKO diupdate, tapi tergantung juga ada lowongan 
atau tidak, jadi tergantung perusahaan yang daftar dengan surat 
resmi ke Dinsosnakertrans” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Informasi lowongan pekerjaan ini dipasang dengan menampilkan 
perusahaan penyedia lowongan pekerjaan dan jenis pekerjaan yang 
dibutuhkan. Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.2 
Halaman Depan Situs BKO 
 
 Sumber : www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id 
 
Selain ditampilkan dalam halaman depan, lowongan pekerjaan 
yang tersedia dapat diakses dengan cara masuk ke menu lowongan kerja 
yang ada di situs tersebut. Dalam menu ini, dapat diakses informasi 
mengenai lowongan pekerjaan yang ada menurut tanggal lowongan 
tersebut dibuka dan sektor lapangan kerja. Selain itu disini dapat diperoleh 
informasi mengenai jumlah kebutuhan tenaga kerja dan lokasi penempatan 
tenaga kerja oleh masing-masing perusahaan. Seperti yang terlihat dalam 
gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.3 
Halaman Lowongan Kerja Situs BKO 
 
Sumber : www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id 
 
Dengan menampilkan informasi lowongan pekerjaan yang ada 
dengan format seperti ini, pencari kerja dapat dengan mudah mengajukan 
lamaran sesuai dengan lowongan yang ada pada perusahaan yang 
dikehendaki. Pencari kerja dapat mendaftarkan lamaran langsung kepada 
perusahaan yang memiliki email melalui situs ini dengan mengisi formulir 
pendaftaran pencari kerja, ataupun datang langsung ke perusahaan 
penyedia kerja dengan alamat perusahaan yang sudah tertera dalam 
informasi lowongan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida selaku 
pegawai Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 
dan Luar Negeri berikut ini : 
”pencari kerja dapat memasukkan lamarannya ke perusahaan 
melalui email perusahaan dengan mengisi formulir pencari kerja 
ataupun datang langsung ke perusahaan itu, tapi itu semua juga 
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tergantung maunya perusahaan juga, kalau mereka mintanya 
pelamar daftar sendiri ya harus datang langsung ke perusahaan 
itu” (Wawancara 23 April 2009)   
 
Selain untuk mengajukan lamaran kepada perusahaan, formulir pencari 
kerja ini digunakan sebagai identitas pencari kerja dan data pencari kerja 
yang mendaftar ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Surakarta. Adapun tampilan formulir pencari kerja dalam situs BKO ini 
adalah seperti berikut : 
Gambar 3.4 
Formulir Pendaftaran Pencari Kerja di Situs BKO 
 
Sumber : www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id 
 
Sedangkan bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan 
lowongannya untuk ditampilkan dalam situs BKO ini dapat menggunakan 
formulir WLL 1 yaitu formulir pengisian wajib lowongan bagi perusahaan 
yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, perusahaan tersebut dapat 
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mengisi formulir penyedia kerja yang tersedia di menu situs BKO 
Dinsosnakertrans Surakarta seperti di bawah ini : 
Gambar 3.5 
Formulir Penyedia Kerja  
 
Sumber : www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id 
 
Selain informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diberikan 
kepada masyarakat, terdapat juga berita-berita yang terkait dengan lingkup 
wewenang, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta yang terutama mengurusi masalah sosial dan 
tenaga kerja. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Ida selaku pegawai Seksi 
Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri 
berikut ini : 
”dalam situs BKO juga ada berita yang hanya terkait dengan 
lingkup Dinsosnakertrans dan ada kaitannya tupoksi dari 
Dinsosnakertrans, akan tetapi jika ada pihak lain yang 
menginginkan beritanya ditampilkan bisa ijin dahulu pada kami” 
(Wawancara 23 April 2009) 
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Adapun tampilan berita ini dapat ditemui pada halaman depan bagian 
bawah situs BKO ini seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini : 
Gambar 3.6 
Halaman Berita Situs BKO 
 
Sumber : www.dinsosnakertrans.surakarta.go.id 
 
Untuk mempermudah pencari kerja dalam mengakses situs ini, 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta juga 
menyediakan ruangan khusus yang berada di depan kantor 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta untuk memberikan akses ke situs BKO 
secara gratis yang buka setiap jam kerja. Dalam ruangan tersebut terdapat 
3 unit komputer yang siap digunakan oleh pencari kerja. Setiap komputer 
dapat digunakan maksimal selama 30 menit oleh setiap pencari kerja. 
Berikut penuturan Ibu Ida selaku pegawai Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri : 
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”disini ada 3 unit komputer yang bisa digunakan untuk mengakses 
situs BKO Dinsosnakertrans Surakarta, setiap komputer dapat 
digunakan maksimal selama 30 menit” (Wawancara 23 April 
2009)  
 
Selain itu, Dinsosnakertrans juga menyediakan print out dari lowongan 
pekerjaan yang terdaftar di Dinsosnakertrans tersebut dengan 
menempelkannya di halaman depan kantor Dinsosnakertrans Kota 
Surakarta.  
Bursa Kerja Online memiliki keunggulan yaitu pencari kerja dapat 
dengan mudah dan murah untuk mendapatkan informasi lowongan 
pekerjaan dimanapun dan kapanpun dia berada. Selain itu, 
Dinsosnakertrans juga menyediakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan 
untuk mengakses BKO secara gratis. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu 
Ida, pegawai Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri dan Luar Negeri berikut ini : 
”dengan BKO pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan 
pekerjaan dimanapun dan kapanpun dia berada, dan disini 
disediakan layanan gratis kepada pencari kerja yang ingin 
mengakses situs BKO” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Hal ini dibenarkan oleh saudari Rini, pencari kerja asal Sukoharjo 
berikut ini : 
”adanya situs BKO ini membuat saya lebih mudah mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan tanpa harus ke Disnaker untuk lihat 
lowongan” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BKO masih dihadapkan pada 
hambatan yang cukup besar yaitu sulitnya meyakinkan perusahaan untuk 
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laporan ke Dinsosnakertrans jika lowongan pekerjaan yang ditawarkan 
mereka telah terisi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida berikut : 
”Hambatan kami yang utama adalah sulitnya untuk meyakinkan 
perusahaan untuk laporan ke kami jika lowongannya sudah terisi” 
(Wawancara 23 April 2009) 
 
Dalam kegiatan operasionalnya, penggunaan ruangan khusus BKO 
juga masih menemui kendala, yaitu tidak adanya pendamping yang 
membimbing pencari kerja yang mengalami kesulitan untuk mengakses 
situs BKO tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida selaku pegawai 
Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar 
Negeri berikut ini : 
”disini tidak ada instruktur atau pendamping bagi pencari kerja 
yang belum bisa mengakses internet, karena kita tahu tidak semua 
pencari kerja bisa internet” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Dari uraian di atas, komitmen Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Surakarta untuk mempermudah pencari kerja mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan telah diwujudkan dengan baik. Berbagai 
kemudahan telah diberikan oleh Dinsosnakertrans kota Surakarta kepada 
pencari kerja maupun kepada perusahaan penyedia kerja melalui kegiatan 
Bursa Kerja, sehingga diharapkan informasi lowongan pekerjaan dapat 
tersampaikan dengan baik dan tidak ada lagi jurang dalam penyampaian 
informasi lowongan kerja kepada pencari kerja sehingga angka pengangguran 
dapat dikurangi. 
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B. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung dapat membantu jalannya setiap kegiatan bursa 
kerja yang dilakukan. Faktor yang bisa mendukung adalah sebagai berikut : 
1. Dana  
Dana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam 
setiap pelaksanaan kegiatan bursa kerja ini. Tanpa adanya dana atau 
anggaran pasti program dan kegiatan bursa kerja yang sudah direncanakan 
oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta tidak 
akan mungkin bisa berjalan. Dana atau anggaran yang digunakan untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan bursa kerja ini berasal dari APBD Kota 
Surakarta. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi sangat bergantung dan disesuaikan dari 
persetujuan dan anggaran yang diperoleh Dinas Industri, Perdagangan, 
Koperasi dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan 
yang dikatakan oleh Bapak Drs. Rushardiyono selaku Kepala Seksi 
Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri 
berikut : 
“Dana adalah hal yang paling mendukung semua kegiatan bursa 
kerja ini, dana itu kami peroleh dari APBD Kota Surakarta” 
(Wawancara 24 Maret 2009) 
 
2. Sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung untuk 
pelaksanaan bursa kerja ini. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap 
dan memadai turut menunjang jalannya kegiatan bursa kerja dan 
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diperlukan dalam setiap kegiatan bursa kerja. Untuk sarana primer seperti 
komputer, peralatan tulis, dan sebagainya sudah bisa dikatakan cukup 
memadai. Khusus dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO) sarana 
dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas dan perlengkapan 
seperti tempat BKO yang nyaman, komputer yang lengkap dan memadai 
untuk akses internet secara cepat yang bisa membuat pencari kerja merasa 
nyaman dan tidak mengalami gangguan teknis dalam mengakses situs 
internet. Berikut penuturan Bapak Drs. Rushardiyono : 
”untuk sarana prasarana kami tidak ada masalah, semuanya sudah 
baik” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Ida selaku pegawai Seksi 
Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri 
berikut ini : 
”masalah sarana komputer di BKO kami tidak ada masalah, 
dengan 3 komputer ini sudah baik rencananya akan ditambah lagi 
menjadi 7 komputer, dan kami juga membangun 2 server lagi 
sehingga akses internet disini bisa lebih cepat” (Wawancara 23 
April 2009)  
 
3. Kecakapan personalia 
Manusia merupakan komponen pokok dalam pelaksanaan kegiatan 
bursa kerja ini. Bagaimanapun juga prosedur dan sarana dibuat oleh 
manusia dan ditujukan untuk manusia juga. 
Seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan bursa 
kerja ini sudah sangat memahami prosedur yang ada dan mampu 
menggunakan sarana yang ada semaksimal mungkin, sehingga kegiatan 
bursa kerja dapat berjalan secara efektif. Hal ini seperti yang telah 
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disampaikan oleh Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja 
Dalam Negeri dan Luar Negeri, Bapak Drs. Rushardiyono : 
”pegawai kami sudah sangat paham mengenai prosedur 
pelaksanaan bursa kerja, karena sejak awal dan sebelum mereka 
bekerja sudah ada pembekalan dahulu, mereka juga mampu untuk 
menggunakan fasilitas yang ada secara maksimal” (Wawancara 23 
April 2009)     
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan 
kemampuan pegawai yang ada sudah sangat mendukung pelaksanaan dan 
pelayanan yang berkaitan dengan bursa kerja. 
 
C. Faktor Penghambat dan Solusi 
Faktor penghambat dapat mengakibatkan pelaksanaan bursa kerja 
menjadi tidak maksimal. Faktor penghambat ini bisa berasal dari pihak 
perusahaan, pencari kerja maupun dari Dinas. Faktor yang menghambat antara 
lain : 
1. Terbatasnya lowongan pekerjaan 
Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dan hambatan 
terbesar dalam pelaksanaan bursa kerja adalah semakin terbatasnya 
lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini membuat 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta kesulitan 
untuk memperoleh perusahaan yang mampu menyediakan lowongan 
pekerjaan yang banyak dan diminati. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak 
Drs. Rushardiyono selaku Kepala Seksi Informasi dan Penempatan 
Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut ini : 
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”hambatan kami yang utama ya terbatasnya lowongan pekerjaan 
karena semakin sedikit perusahaan yang mampu menyediakan 
lowongan pekerjaan yang banyak dan diminati” (Wawancara 23 
April 2009)  
 
Apalagi semenjak diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan pasal 35 yang menyatakan bahwa pemberi kerja 
yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang 
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Sehingga 
kedudukan Dinsosnakertrans sekarang hanya sebagai salah satu dari 
berbagai media yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk 
menginformasikan lowongan yang ada di perusahaannya. Banyak 
perusahaan yang dalam melakukan penyebaran informasi lowongan 
pekerjaan dan perekrutan tenaga kerja, dilakukan sendiri tanpa campur 
tangan/bekerja sama dengan Dinsosnakertrans.   
Dengan semakin sedikitnya lowongan pekerjaan yang ditawarkan 
oleh perusahaan sementara jumlah pencari kerja terus bertambah, 
menuntut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
untuk mencari solusi mengatasi permasalahan ini. Untuk itu, 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta tidak hanya bertindak pasif menunggu 
informasi lowongan yang datang dari perusahaan yang mendaftarkan 
lowongan pekerjaan ke Dinsosnakertrans, pihak Dinsosnakertrans juga 
aktif mencari informasi lowongan dengan mendatangi perusahaan-
perusahaan yang berada di lingkup kota Surakarta. Berikut penjelasan dari 
Bapak Drs. Rushardiyono : 
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”untuk mendapatkan informasi lowongan, pihak kami tidak hanya 
menunggu perusahaan yang datang melapor ke sini, kami juga 
menugaskan pegawai kami untuk mencari informasi lowongan 
dengan mendatangi perusahaan-perusahaan di lingkup Kota 
Surakarta” (Wawancara 20 April 2009) 
 
2. Pencari Kerja yang terlalu selektif dalam memilih pekerjaan 
Pencari kerja merupakan pihak yang paling banyak memanfaatkan 
layanan bursa kerja ini. Dalam bursa kerja ini, ditawarkan banyak 
lowongan pekerjaan untuk dipilih sesuai dengan minat dan kompetensi 
yang mereka miliki. Akan tetapi, banyak pencari kerja yang dalam 
memilih pekerjaan terlalu selektif dengan hanya memilih lowongan 
pekerjaan yang bonafit dan bergaji tinggi. Hal ini wajar karena pencari 
kerja ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk dirinya. Hal ini 
seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Rushardiyono berikut : 
”kami sebenarnya juga ada lowongan tapi tidak diminati oleh 
pencari kerja, kebanyakan mereka maunya cari pekerjaan yang 
langsung bagus dan enak” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Untuk mengatasi hambatan ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kota Surakarta hanya bisa memberikan wacana saja 
untuk menerima pekerjaan yang ada terlebih dahulu sebagai pengalaman 
kerja. Akan tetapi efektif atau tidaknya wacana ini tergantung juga dari 
pemikiran dan keputusan pencari kerja tersebut. Berikut penjelasan Bapak 
Drs. Rushardiyono : 
”dari pihak Dinsosnakertrans hanya bisa membuka wacana saja 
kepada pencari kerja bahwa yang penting tangkap dulu peluang 
yang ada, sebagai batu loncatan dan cari pengalaman kerja dulu, 
nanti kalau ada yang lebih baik bisa pindah kerja lagi” 
(Wawancara 23 April 2009)  
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3. Keterbatasan personil 
Manusia merupakan komponen pokok dalam pelaksanaan kegiatan 
bursa kerja ini. Jumlah personil yang memadai diperlukan untuk 
memperlancar dalam pelaksanaan kegiatan bursa kerja ini. Akan tetapi 
masih kurangnya jumlah personil yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan 
bursa kerja ini sedikit menghambat pelaksanaan bursa kerja. keterbatasan 
personil ini dapat ditemui dalam kegiatan operasional BKO yaitu tidak 
adanya pendamping yang membimbing pencari kerja yang mengalami 
kesulitan untuk mengakses situs BKO tersebut. Seperti yang dikatakan 
oleh Ibu Ida selaku pegawai Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga 
Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri berikut ini : 
”disini tidak ada instruktur atau pendamping bagi pencari kerja 
yang belum bisa mengakses internet, karena kita tahu tidak semua 
pencari kerja bisa internet” (Wawancara 23 April 2009) 
 
Ternyata kekurangan personil tidak hanya dialami oleh 
Dinsosnakertrans, akan tetapi juga dialami oleh lembaga pendidikan atau 
lembaga pelatihan kerja penyelenggara Bursa Kerja Khusus (BKK), 
seperti yang terjadi di BKK Alfabank Surakarta. Berikut penuturan Bapak 
Rosyid selaku pengurus BKK Alfabank Surakarta : 
”hambatannya dari internal kami yaitu personil kami kurang, 
contohnya saja saya, saya ndobel jadi pengurus BKK juga sebagai 
pengurus bagian marketing, jadi terkadang BKK agak terabaikan” 
(Wawancara 23 April 2009)  
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Untuk mengatasi permasalahan ini, hanya bisa dilakukan dengan 
cara ada personil yang mengerjakan beberapa tugas sekaligus seperti yang 
terjadi di Dinsosnakertrans dan di BKK Alfabank Surakarta. 
 
Berbagai bentuk pelaksanaan bursa kerja memberikan manfaat bagi 
pencari kerja, perusahaan pemberi kerja dan pemerintah melalui Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Pencari kerja mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan dengan mudah sehingga mereka dapat menentukan 
pilihan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan minat dan kompetensi mereka. 
Apabila lowongan pekerjaan ini sudah terinformasikan secara luas kepada pencari 
kerja, maka perusahaan dapat melakukan perekrutan tenaga kerja secara efisien 
dan efektif. Dengan terserapnya tenaga kerja maka tujuan dan tugas dari Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat tercapai.  
Hasil yang dicapai dari keseluruhan pogram dan kegiatan bursa kerja yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
terbukti mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Surakarta. Indikator 
keberhasilan strategi ini bisa dilihat dari data yang ada di Dinsosnakertrans yang 
menunjukkan bahwa ada penurunan angka pengangguran di Kota Surakarta pada 
tahun 2007 yaitu sebanyak 19.491 orang dari data sebelumnya sebanyak 26.196 
orang.   
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kota Surakarta memiliki tingkat perekonomian yang baik terbukti 
dengan semakin banyaknya perusahaan lokal maupun nasional yang berdiri di 
Kota Surakarta. Akan tetapi, masih tingginya angka pengangguran yang ada 
menunjukkan bahwa masih adanya jurang pemisah antara perusahaan 
penyedia kerja dengan pencari kerja dalam penyampaian informasi lowongan 
pekerjaan. Oleh karena itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
melakukan usaha untuk mengurangi angka pengangguran melalui strategi 
bursa kerja sebagai berikut : 
1. Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pemandu 
kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) sudah melaksanakan tugasnya 
dengan baik, namun dalam kegiatan pembinaan BKK belum bisa 
dikatakan berhasil karena lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan 
kerja penyelenggara BKK tidak jelas dengan agenda pembinaan dan 
materi yang diberikan. Keunggulan BKK sebagai mitra kerja 
Dinsosnakertrans dalam upaya mengurangi pengangguran adalah mampu 
mengangkat citra lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja 
penyelenggara BKK. 
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2. Bursa Kerja Umum (BKU)  
Bursa Kerja Umum (BKU) sudah berjalan dengan baik, terbukti 
dari banyaknya perusahaan dan pencari kerja yang ikut serta, namun 
masih ditemui masalah teknis yang dapat mengganggu kelancaran 
pelaksanaan BKU. Keunggulan BKU bagi perusahaan adalah 
mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan keinginan mereka sekaligus 
sebagai ajang pameran bagi perusahaannya sedangkan bagi pencari kerja 
BKU memberikan kemudahan dan menghemat biaya untuk mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan dan memasukkan lamaran kerja. 
3. Bursa Kerja Online (BKO) 
Situs BKO yang dibuat oleh Dinsosnakertrans sudah baik, namun 
masih ada perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan yang 
telah terisi kepada Dinsosnakertrans, sedangkan sarana prasarana untuk 
kegiatan operasional BKO sudah memadai, hanya saja personil untuk 
pemandu tidak ada. Keunggulan BKO yaitu mudah diakses dimanapun 
dan kapanpun pencari kerja berada. 
4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 
Faktor pendukung dapat membantu jalannya bursa kerja yang 
dilakukan. Faktor pendukung meliputi dana, sarana dan prasarana serta 
kecakapan personalia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam melaksanakan bursa kerja. Sedangkan faktor 
penghambat dapat mengakibatkan pelaksanaan bursa kerja menjadi tidak 
maksimal. Faktor penghambat ini meliputi terbatasnya lowongan 
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pekerjaan, pencari kerja yang terlalu selektif dalam memilih pekerjaan dan 
keterbatasan jumlah personil. Hambatan ini diatasi dengan Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta secara aktif mencari 
lowongan pekerjaan, memberikan wacana kepada pencari kerja serta 
personil mengerjakan beberapa tugas sekaligus.  
 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, saran yang dapat penulis 
ajukan adalah sebagai berikut : 
1. Pembinaan BKK yang belum berhasil seharusnya diatasi dengan menata 
agenda pembinaan dengan cara mendatangi lembaga pendidikan atau 
lembaga pelatihan kerja penyelenggara BKK untuk mendapatkan materi 
pembinaan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Selain itu 
Dinsosnakertrans harus terus mendampingi dan menjalin komunikasi 2 
arah dengan BKK, sehingga lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan 
kerja dapat sharing kepada Dinsosnakertrans mengenai kendala yang 
dihadapi BKK. 
2. Untuk mengatasi masalah teknis pelaksanaan BKU seperti misalnya 
masalah tidak adanya informasi bagi pengunjung yang pertama kali datang 
ke BKU, dapat diatasi dengan menempel informasi tentang tahap-tahap 
dari mulai pendaftaran pengunjung sampai pada memasukkan lamaran ker 
perusahaan-perusahaan dalam BKU di depan pintu masuk tempat 
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pelaksanaan BKU serta ditempatkan pegawai yang bertugas melayani 
pengunjung yang mengalami kesulitan.   
3. Untuk perusahaan yang tidak melaporkan lowongan yang telah terisi ke 
Dinsosnakertrans dapat diatasi dengan menjalin komunikasi dengan 
perusahaan tersebut paling tidak dengan mengirimkan email atau telepon 
ke perusahaan yang sudah mendaftar ke BKO tentang wajib lapor 
lowongan pekerjaan yang telah terisi. Tidak adanya pemandu untuk 
pencari kerja yang kesulitan mengakses situs BKO di ruang BKO dapat 
diatasi dengan memberikan petunjuk manual yang ditempelkan di ruangan 
BKO, selain itu setting web broser diatur untuk langsung masuk ke situs 
BKO sehingga pencari kerja dapat secara langsung mengakses situs BKO.   
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